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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-

palu nagaya RABU, 24 DESEMBER 20258
SULTENG RAYA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

Prof. Dr, H Rajindra Rum, SE, MM
Rektor

Moh Amin Parakkasi, S.Ag, M.Hi
Ketua BPH

Dr. Sudriman, S.KM M. Kes
Wakil Rektor I

Dr. Budiman, S.Pd., M.Kes
Warek III

Dr. Burhanuddin SE, M. M
Wakil Rektor II

Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H, M.H
Warek IV

SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Situs Megalitikum Ditemukan di 
Areal Tambang Ilegal Dongi-Dongi

PUASA MEMBENTUK DISIPLIN WAKTU 

SULTENG RAYA - Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi 

Sulawesi Tengah memusnahkan 3.274 
lembar rupiah tidak asli.
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Imsak	 Subuh	 Magrib

Untuk Kota Palu dan sekitarnya.

Sumber: Kemenag Sulteng***

Tingkatkan 
Kompetensi Operator 
SPBU Sulselbar Lewat 

Program Upskilling

BPJS Ketenagakerjaan 
dan Kejari Palu Perkuat 

Sinergi Tingkatkan 
Kepatuhan Badan Usaha
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BI Sulteng Musnahkan
3.274 Lembar Rupiah Tidak Asli 

Acara pemusnahan fisik 
uang rupiah palsu dilaksa-
nakan oleh unsur Badan 
Otorisasi Uang Palsu (Bo-
tasupal) yang terdiri dari 
Kepala Perwakilan BI, per-
wakilan Kapolda, Kabinda, 
Kajati dan Kanwil Kemen-
keu di Ruang Kasiromu BI 
Sulteng, Kamis (5/3/2025).

Pemusnahan ribuan lem-
bar fisik rupiah ini hasil 
klarifikasi dari perbankan, 
kepolisian maupun masya-
rakat sejak tahun 2014 - 2025.

Adapun rincian fisik yang 
dimusnahkan terdiri dari 
pecahan 

100.000 sebanyak 2.224 
lembar, pecahan 

50.000 sebanyak 998 lem-
bar, pecahan 

20.000 sebanyak 25 lem-
bar, pecahan 

10.000 sebanyak 11 lem-
bar, dan pecahan

5.000 sebanyak 16 lembar.
Kepala KPwBI Sulteng, 

Muhamad Irfan Sukarna 
mengatakan, pemusnahan 
ini sebagai upaya mitigasi 
resiko sekaligus langkah 
nyata memerangi kejahatan 
pemalsuan uang di Sulteng.

Menurut Irfan, Pemusna-
han uang tidak asli Ka-

Kepala KPwBI Sulteng, Muhamad Irfan Sukarna bersama unsur Botasupal memusnahkan ribuan lembar uang 
tidak asli di mesin pencacah yang dilaksanakan di ruang kasiromu BI sulteng, Kamis (5/3/2026). FOTO: IRWAN

SULTENG RAYA - Se-
orang warga Desa Don-
g i - D o n g i ,  K e c a m a t a n 
Lore  Utara, Kabupaten 
Poso, menemukan situs 
megalitikum di kawasan 
pertambangan emas ilegal, 
di wilayah Taman Nasional 
Lore Lindu (TNLL).

“Sa lam bu -
daya.  Saya 
sekarang 
b e r a d a 
di area 
tam-

b a n g 
Dongi-Dongi. Ini 
daerah perendaman 
ini. Jadi saya ada 
temukan sangat unik. 
Ini ada gambar wajah 

SITUS 
MEGALITIKUM 
yang 
ditemukan 
warga di dalam 
wilayah Taman 
Nasional Lore 
Lindu (TNLL) di 
Dongi-Dongi, 
Poso, Rabu 
(4/3/2026). 
ANTARA/
DOKUMENTASI 
PRIBADI

Andriany

rena berpatokan kepada 
Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2011.  Dimana, 
Rupiah dinyatakan sebagai 
satu-satunya alat pembay-
aran yang sah di Indonesia.

 “Artinya yang beredar itu 
harus yang dikeluarkan oleh 
otoritas yang berwenang, 
diedarkan melalui jalur-jalur 
resmi, dan wajib dipakai 
oleh seluruh orang yang 
berada di dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia,” katanya.

​Irfan Sukarna menam-
bahkan, jika ada pihak 
yang mengedarkan atau-
pun menggunakan selain 
Rupiah, berarti dia tidak 
menghormati kedaulatan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

​“Karena uang ini adalah 
simbol kedaulatan,” tegas 
Irfan Sukarna.

Pada kesempatan itu, Ir-
fan menjelaskan tiga upaya 
Botasupal dalam menjaga 
Rupiah dari upaya pemalsu-
an, mulai dari Pre-emtif, 
Preventif, sampai Represif.

Tindakan Pre-emtif, me-
lalui peningkatan security 

RAME-RAME KE JAKARTA

PERTAMINA SULAWESI 

Di Balik Audiensi 
Kementerian Transmigrasi 

dan PR Besar Parigi Moutong

BUPATI, Wakil Bupati, Sekda dan sebagian rombongan pejabat 
Pemda foto bersama bersama pejabat Kementerian Transmigrasi RI, 
Selasa (3/3/2026). FOTO: IST

S U L T E N G 
RAYA – Selasa 
pagi (3/3/2026), 
rombongan Peme-

rintah Daerah (Pem-
da) Parigi Moutong 

dipimpin Bupati Erwin 
Burase didampingi Wakil 
Bupati Abdul Sahid, Sekda 
Zulfinasran, para asisten, 

KEGIATAN Upskilling Operator SPBU Sulselbar di Aula Bright 
Gas, Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. FOTO: 
DOK. PERTAMINA

SULTENG RAYA - Kualitas layanan di SPBU 
tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan BBM, 
tetapi juga oleh kompetensi operator di garis terde-
pan. Atas dasar itu, Pertamina Patra Niaga Regional 
Sulawesi menggelar kegiatan Upskilling Operator 
Wilayah Sales Area Sulselbar pada 2 Maret 2026 
di Aula Bright Gas, Kantor Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi. 

Kegiatan ini diikuti sekitar 50 operator SPBU dari 
wilayah Sales Area Sulselbar. Program dirancang 
sebagai penguatan kapasitas menyeluruh, mulai 
dari aspek pelayanan, pemahaman produk, kese-
lamatan operasional, hingga kesiapan menghadapi 
periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI).

BPJS KETENAGAKERJAAN melakukan audiensi dengan 
Kepala Kejaksaan Negeri Palu bersama jajaran Bidang Perdata 
dan Tata Usaha Negara (Datun), Selasa (3/3/2026).  FOTO: IST

SULTENG RAYA -  Sebagai upaya memperkuat 
sinergitas dan meningkatkan kepatuhan pemberi 
kerja terhadap program jaminan sosial ketenaga-
kerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan audiensi 
dengan Kepala Kejaksaan Negeri Palu bersama 
jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 
(Datun), Selasa (3/3/2026).  

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam 
mempererat kolaborasi antara BPJS Ketenagaker-
jaan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, khususnya 
dalam mendukung optimalisasi kepatuhan badan 
usaha di Kota Palu terhadap kewajiban perlindun-

MAKA, benarlah 10 menit 
terlambat akan membu-
nuh setengah orang Jepang 
dalam kultur modern yang 
serba teknologi otomatis.  

Sengaja saya pilih judul 
ini untuk ceramah di Masjid 
Kantor Gubernur Sulawesi 
Tengah satu ketika. Karena, 
di sini berkumpul para apa-
ratur (ASN) yang tugasnya 

melayani masyarakat. Dan, 
disiplin waktu itu penting 
untuk kualitas sebuah pe-
layanan.

Saya ingat puasa tahun 
lalu. Hari itu,  saya tidak 
sahur. Bukan cuma terlam-
bat (tres tard) tapi terlambat 
sekali (trop tard). Dikatakan 
terlambat bila terbangun pas 
azan subuh. Kali ini, saya 

terbangun saat shalat subuh 
sedang berlangsung. Pa-
dahal, saya merencanakan 
hanya tidur satu setengah 
jam dari jam 02.30 sd 04.00. 
Alarm tidak berbunyi atau 
saya yang terlalu nyenyak. 
Keduanya mewakili satu 
sebab, tidak disiplin .

Puasa ramadhan ini diran-
cang Ilahi dengan ukuran-
ukuran waktu yang harus 
dipedomani. Shalat dan 
buka puasa tepat waktu. 
Sahur dilambatkan wak-
tunya sampai pada batas 

kehati-hatian yang tidak 
boleh dilewati (imsyak). 
Semuanya ada ganjaran pa-
halanya (reward). Self trai-
ning ini diharapkan mampu 
membentuk kedisiplinan 
tingkat tinggi.

Entah  teguran atau kebe-
tulan yang relevan. Di subuh 
yang terlambat bersahur 
itu, saya dapat kiriman 
Facebook dari sahabat 
karib, Laode Dia. 
Isinya, tentang ke-

Baca PUASA Hal. 7
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SULTENG RAYA - Satuan Reserse 
Narkoba (Satresnarkoba) Polresta 
Palu kembali mengungkap kasus 
dugaan tindak pidana narkotika di 
wilayah Kota Palu. Seorang perem-
puan berinisial NBB (59) diamankan 
pada Rabu (4/3/2026) sekira pukul 
17.00 Wita di Jalan Selar, Kelurahan 
Lere, Kecamatan Palu Barat.

Terduga pelaku diketahui berala-
mat di Jalan Selar, Kelurahan Lere, 
Palu Barat. Ia diduga memperoleh 
narkotika jenis sabu dari seseorang 
yang tidak dikenal di wilayah Kam-
pung Lere untuk dikonsumsi dan 
dijual kembali di Kota Palu.

Kasat Resnarkoba Polresta Palu, 
Kompol Usman menjelaskan pen-

gungkapan ini berawal dari infor-
masi masyarakat terkait aktivitas 
transaksi narkotika yang kerap 
dilakukan terduga pelaku.

“Kami menindaklanjuti informasi 
dari masyarakat dengan melakukan 
penyelidikan secara intensif hingga 
akhirnya berhasil melakukan pe-
nangkapan terhadap terduga pelaku 
beserta barang bukti,”Usman.

Saat dilakukan penggeledahan ba-
dan dan rumah, petugas menemukan 
9 paket sedang yang diduga berisi 
sabu, 1 plastik klip kosong, 3 lembar 
tisu muka, serta 1 tas selempang war-
na biru. 

Selanjutnya, terduga pelaku langs-
ung dibawa ke Kantor Satresnarkoba 

Polresta Palu untuk proses hukum 
lebih lanjut.

Kasat menegaskan komitmennya 
dalam memberantas peredaran nar-
kotika di wilayah hukum setempat.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi 
pelaku peredaran narkotika di Kota Palu. 
Penindakan ini merupakan bentuk komit-
men kami dalam menjaga generasi muda 
dari bahaya narkoba,” tandas Usman.

Saat ini penyidik tengah melengka-
pi administrasi penyidikan (mindik), 
membuat laporan polisi, melakukan 
tes urine terhadap tersangka, serta 
memeriksa saksi-saksi. Tersangka 
disangkakan melanggar Pasal 114 
ayat (1) dan Pasal 609 ayat (1) huruf 
A UU RI tentang KUHP Nasional. AMR

WANITA asal Kelurahan Lere, saat diringkus kareda kedapatan memiliki narkotika jenis sabu, Rabu (4/3/2026). FOTO: SATRESNARKOBA PALU

SULTENG RAYA – Polres Sigi 
berhasil mengungkap kasus du-
gaan pencurian sepeda motor dan 
mengamankan dua pria berinisial 
MS (39) dan A (39), warga Desa 
Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupa-
ten Sigi.

Penangkapan pertama dilakukan 
pada Kamis (26/2/2026) sekira pu-
kul 02.00 Wita terhadap tersangka 
MS di kediamannya. Selanjutnya, 
pada Sabtu (28/2/2026) sekitar 
pukul 00.30 Wita, tim kembali 
mengamankan tersangka A.

Saat ini kedua tersangka menjala-
ni proses penyidikan di Unit Pidana 
Umum (Pidum) Satreskrim Polres 
Sigi dan telah dilakukan penahanan 
di Rumah Tahanan (Rutan) Polres 
Sigi.

Kasat Reskrim AKP Siti Elmi-
nawati, Kamis (5/3/2026) menje-
laskan bahwa perkara ini bermula 
dari laporan korban, Winarsih 
Rosmala Dewi, warga Desa Wayu, 
Kecamatan Marawola Barat, yang 
kehilangan satu unit sepeda mo-

tor Yamaha Mio Sporty warna 
hitam dalam kondisi rusak yang 
sebelumnya dititipkan di rumah 
seorang warga di Desa Potoya pada 
Desember 2025.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, 
kedua tersangka diduga mengam-
bil sepeda motor tersebut dari bela-
kang rumah tempat kendaraan di-
titipkan pada Minggu (22/2/2026), 
kemudian membawanya untuk 
dipreteli dan menjual bagian-ba-
giannya di Kota Palu,” ujar Kasat 
Reskrim.

Sitti menambahkan bahwa penyi-
dik masih terus mendalami perkara 
tersebut, termasuk menelusuri ke-
mungkinan keterlibatan pihak lain 
serta keberadaan bagian kendaraan 
yang telah dijual.

Atas perbuatannya,  kedua 
tersangka dipersangkakan melang-
gar Pasal 477 ayat (1) huruf d dan 
huruf g Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2023 tentang KUHP dengan 
ancaman pidana penjara paling 
lama 7 tahun. AMR

SULTENG RAYA – Kepala Ke-
polisian Daerah (Kapolda) Sulawesi 
Tengah (Sulteng) Irjen Pol Dr Endi 
Sutendi menghadiri langsung pen-
jemputan rombongan Komisi III DPR 
RI dalam rangka kunjungan kerja 
(kunker) reses ke Provinsi Sulteng, 
Kamis (5/3/2026) pagi, di VIP Room 
Bandara Internasional Mutiara SIS 
Al-Jufri Palu.

Rombongan Komisi III DPR RI 
yang dipimpin Ketua Tim, Sarifud-
din Sudding, tiba dengan mengguna-
kan pesawat komersial dan disambut 
oleh Kapolda Sulteng beserta jajaran 

serta unsur Forum Koordinasi Pimpi-
nan Daerah (Forkopimda) Sulawesi 
Tengah di area kedatangan bandara.

Kabid Humas Polda Sulteng, 
Kombes Pol Djoko Wienartono, 
mengatakan bahwa kunjungan kerja 
ini merupakan momentum penting 
dalam memperkuat sinergitas antara 
Polri dan DPR RI, khususnya dalam 
fungsi pengawasan dan dukungan 
terhadap pelaksanaan tugas peneg-
akan hukum di daerah.

“Kunjungan kerja Reses Komisi III 
DPR RI ini menjadi ruang strategis 
untuk berdiskusi, menyampaikan 

capaian kinerja, sekaligus menerima 
masukan demi peningkatan kuali-
tas penegakan hukum di wilayah 
Sulawesi Tengah,” ujar Kabid. Ia 
juga menambahkan, Polda Sulteng 
menyambut baik kehadiran Komisi III 
DPR RI sebagai mitra kerja Polri dalam 
menjalankan tugas-tugas institusional.

“Kami berharap melalui kunjun-
gan ini dapat terbangun komunikasi 
yang konstruktif, sehingga berbagai 
tantangan penegakan hukum di dae-
rah dapat dicarikan solusi bersama 
serta mendapat dukungan optimal 
dari pemerintah pusat,”ujarnya. AMR

PALADO Juara Umum 
Fun Climbing Ramadan Seri ke-6

SULTENG RAYA – Or-
ganisasi Pencinta Alam 
Dolo (PALADO) berhasil 
menyabet gelar Juara Umum 
dalam ajang Fun Climbing 
Ramadan Seri ke-6 Tahun 
2026 yang diselenggarakan 
oleh Kalukubula Climbing 
School (KCST). Kejuaraan 
tahunan yang rutin digelar 
setiap bulan Ramadan ini 
berlangsung pada 5–14 bu-
lan ramadan dan memper-
tandingkan enam kategori, 
yakni Umum Putra-Putri, 
U-17 Putra-Putri, serta U-13 
Putra-Putri.

Kepala Sekolah KCST, 
Z i k r a n  L a m a l u n d u , 
menyampaikan kegiatan ini 
telah rutin dilaksanakan se-
jak tahun 2020. Menurutnya, 
ajang ini merupakan bentuk 
dukungan untuk menjaga 
semangat para atlet muda 
Sulawesi Tengah, khusus-
nya di Kabupaten Sigi, agar 
tetap konsisten berlatih dan 
siap menghadapi berbagai 
kompetisi di tingkat lokal, 
nasional hingga internasi-
onal.

Kegiatan ini dibuka dan 
ditutup langsung oleh Ketua 
Pengurus FPTI Kabupaten 
Sigi, Mohamad Riyadh, S.E., 
yang juga menjabat seba-

gai Kepala Dinas Kesbang-
pol Kabupaten Sigi. Dalam 
sambutannya pada malam 
penyerahan piala, ia men-
gapresiasi konsistensi KCST 
dalam menyelenggarakan 
kompetisi serta semangat 
para atlet muda hasil pem-
binaan berbagai klub, ko-
munitas pencinta alam, dan 
sekolah di Kabupaten Sigi 
dan Kota Palu.

Secara khusus, ia men-
gucapkan selamat kepada 
PALADO Climbing Club 
yang sukses meraih Juara 
Umum dengan torehan tiga 
gelar Juara 1, dua gelar Juara 
2, dan dua gelar Juara 3 dari 
lima kategori. Bahkan pada 
Kategori Umum Putra, atlet 
PALADO berhasil menyapu 
bersih Juara 1, 2, dan 3.

“Hal ini membuktikan 
bahwa proses pembinaan 
atlet panjat tebing di Sigi 
terus berjalan dengan baik 
yang dilakukan oleh berba-
gai club dan komunitas Pen-
cinta Alam. Ke depan, kita 
harapkan semakin banyak 
kompetisi digelar untuk 
membuka ruang seleksi dan 
persiapan atlet menuju ajang 
di tingkat daerah, nasional, 
bahkan internasional, apala-
gi saat ini semakin dekat pe-

gelaran Porprov yang akan 
di laksanakan di akhir tahun 
2026 di Morowali” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum 
O r g a n i s a s i  P A L A D O , 
Muhammad Lutfi ,  SH, 
menyampaikan rasa bang-
ga dan terima kasih kepada 
seluruh senior dan pelatih 
yang terus memberikan 
dukungan. Ia secara khusus 
menyebut peran penting 
Coach Faisal Ladjinala, at-
let panjat tebing Sulawesi 
Tengah sekaligus senior 
PALADO, yang konsisten 
melatih dan membina at-
let muda dengan berbagai 
strategi dan pengalaman 
bertandingnya.

“Kami akan terus berupa-
ya melakukan pembinaan 
dan melatih adik-adik atlet 
muda agar tetap semangat, 
konsisten berlatih dan tentu 
saja mencari bibit-bibit baru 
di cabang olahraga panjat 
tebing, meskipun dengan 
fasilitas seadanya yang kami 
miliki saat ini karena ini 
adalah  cabor berkelas in-
ternasional dan Indonesia 
masih menjadi salah satu 
yang terbaik. Semoga tahun 
depan kami bisa memper-
tahankan gelar juara umum 
ini,”ungkapnya. AMR

PARA atlet PALADO berfoto bersama usai menyabet Juara Umum pada Fun Climbing Ramadan Seri 
ke-6 yang diselenggarakan KCST pada 5-14 bulan suci ramadan. FOTO: DOK.PALADO

KEDUA tersangka yang menggasak dan preteli motor titipan warga saat diaman-
kan di Mapolres Sigi, beberapa waktu lalu. FOTO: SATRESKRIM POLRES SIGI

Preteli Motor Titipan 
Warga, Dua Pria Asal 
Potoya Jadi Tersangka

Polisi Ringkus Wanita 
Pengedar Sabu 

di Kelurahan Lere

KAPOLDA Sulteng, Irjen Pol Endi Sutendi, saat menyambut ketua Tim Komisi III DPR RI, Sarifuddin Suding  di Bandara Mutiara 
Sis Aljufri Palu, Kamis (5/3/2026). FOTO: HUMAS POLDA SULTENG

Kapolda Sulteng Sambut 
Tim Komisi III DPR RI 
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Aktivitas selama 2-3 Maret 
2026 ini semakin seru dan 
penuh keakraban dengan 
hadirnya para pebalap Astra 
Honda Racing Team (AHRT) 
yang menemani Joan dan 
Luca sebelum menghadapi 
putaran kedua Grand Prix 
(GP) di Brasil pada 15 Maret.

Pada hari pertama keda-

tangan di Pulau Dewata, 
Bali pada Senin (2/3/2026), 
kedua pebalap asal Spanyol 
dan Italia ini berkesempatan 
membaur dengan masya-
rakat untuk mempelajari 
budaya dan kesenian tari 
khas Bali yakni Tari Kecak. 
Bersama dengan 30 penari 
kecak, keduanya menikmati 

PEBALAP MotoGP dari tim Honda HRC Castrol yakni Joan Mir dan Luca Marini saat berkesempatan membaur dengan masyarakat 
untuk mempelajari budaya dan kesenian tari khas Bali yakni Tari Kecak, Senin (2/3/2026). FOTO: DOK HONDA

Disambut Tari Kecak, Pebalap Honda di MotoGP 
Lanjut Kopdar Bareng Bikers Bali

SULTENG RAYA – Pascabalap di Thailand, 
Pebalap MotoGP dari tim Honda HRC Cas-
trol yakni Joan Mir dan Luca Marini meng-
habiskan waktunya di Bali untuk menyapa 
langsung komunitas sepeda motor Honda 
dan berinteraksi bersama masyarakat dengan 
mempelajari seni budaya Bali.

momen interaktif ini dengan 
teriakan kata ‘Cak’ dan dii-
ringi gamelan khas Bali. 

Kegiatan ini menjadi mo-
men intim antara pebalap 
Honda HRC Castrol ber-
sama dengan masyarakat 
seni Bali. Peraih juara dunia 
GP tahun 2020, Joan Mir 
menyatakan antusiasnya 
mempelajari tarian kolosal 
khas bali ini.

“Saya sangat menikmati 
momen disini di tengah 
menjalani MotoGP dan 
saya sangat menyukai bu-
dayanya, tariannya menarik, 
orang-orangnya yang baik,” 
ujar Joan Mir.

Keseruan dari pebalap 
Honda HRC Castrol berlan-

jut di hari kedua (3/3/2026) 
melalui aktivitas yang tak 
kalah menarik bersama 
dengan masyarakat. Jelang 
perayaan Nyepi, masyarakat 
Bali mulai memproduk-
si patung raksasa Ogoh-
ogoh yang siap dipamerkan 
saat perayaan. Momen ini 
dimanfaatkan oleh Joan 
dan Luca didampingi pe-
balap-pebalap AHRT yakni 
Herjun Atna Firdaus, M. 
Adenanta Putra, Fadillah 
Arbi Aditama, Rheza Danica 
Ahrens dan M Badly Ayatul-
lah untuk melihat langsung 
pembuatan Ogoh-ogoh dari 
salah satu wilayah pelaku 
seni terbaik dari karya seni 
patung kertas ini yakni Ban-

jar Kaja Sesetan. 
Di lokasi ini, keduanya 

dibuat terkesima dengan 
detail dan ukuran atas karya 
Ogoh-ogoh dari Banjar Kaja 
Sesetan. 

Tidak hanya memperha-
tikan pembuatan patung, 
dalam kesempatan ini , 
Joan dan Luca juga turut 
membantu seniman dalam 
menyempurnakan patung 
Ogoh-ogoh yang sedang 
dibuat.

Di sela-sela aktivitas kun-
jungan ke Bali, pebalap-pe-
balap AHRT juga menyem-
patkan diri menyerahkan 
paket sembako untuk masy-
arakat yang sedang melaksa-
nakan puasa Ramadhan di 
wilayah Kampung Jawa.

Momen kebersamaan di 
Bali dilanjutkan dengan 
berinteraksi langsung den-
gan 100 bikers Honda yang 

berasal dari Honda Com-
munity Bali yakni Honda 
Stylo Club Indonesia, Honda 
CBR Riders Club, CBR Club 
Indonesia, Honda ADV In-
donesia, Honda PCX Club 
Indonesia, Vario Bali Rider, 
All Vario Bali, CB150X In-
donesia Adventure, Vario 
Bali Rider, All Vario Bali dan 
Honda Big Bike Indonesia.

Dalam aktivitas ini kedua 
pebalap Honda HRC Castrol 
ini menikmati momen yang 
akrab dengan melakukan 
permainan seru bersama 
dengan bikers Honda.

“Fantastis dengan tradisi 
yang mereka miliki di Bali 
dan mereka menjelaskan 
secara detail atas karya yang 
mereka buat, ditambah kese-
ruan dengan para bikers. Te-
rima kasih sudah menjamu 
kami dengan luar biasa,” 
kata Luca Marini.

Marketing Direktur PT 
Astra Honda Motor (AHM) 
Octavianus Dwi mengata-
kan bahwa kehadiran pe-
balap Honda HRC Castrol 
di Bali sejalan dengan se-
mangat kebersamaan untuk 
menjaga keberlangsungan 
budaya maupun dalam 
mempererat persaudaraan 
sesama bikers Honda, baik 
di lintasan balap maupun di 
jalan raya.

“Kehadiran pebalap Hon-
da HRC Castrol yang ber-
interaksi langsung dengan 
bikers Honda menggam-
barkan sebuah harmoni, 
kekompakan, dan kebersa-
maan dalam seni Tari Kecak. 
Kami harap hal ini menjadi 
koneksi yang kuat dalam 
mengobarkan semangat 
untuk mewujudkan mimpi 
berprestasi berbagai level 
kompetisi,” ujar Octa.*/YAN

SULTENG RAYA - Se-
orang pria di Kecamatan Pa-
gimana, Kabupaten Banggai, 
terpaksa harus berurusan 

dengan pihak berwajib atas 
kasus peredaran dan pen-
yalahgunaan sediaan obat 
farmasi tanpa izin edar.

ANGGOTA Satuan Narkoba Polres Banggai bersama BPOM Luw-
uk saat mengamankan pria inisial IP usai menjemput delapan ribu 
obat Farmasi jenis THD di jasa expedisi pengiriman JNE, Jumat 
(27/2/2026). FOTO: DOK POLRES BANGGAI

Polres Banggai Kerjasama BPOM Ciduk Pria 
Ambil Paket Ribuan THD di Jasa Ekspedisi

Pria berinisial IP (35) war-
ga Desa Jayabakti, berhasil 
diamankan Satuan Narkoba 
Polres Banggai bersama 
BPOM Luwuk usai men-
jemput delapan ribu obat 
Farmasi jenis Tryhexypheni-
dyl (THD) di jasa expedisi 
pengiriman JNE. 

Penangkapan terhadap 
pelaku ini sekira pukul 16.00 
Wita, Jumat (27/2/2026) 
kemarin, dipimpin langs-
ung KBO Satnarkoba Polres 
Banggai Ipda Ahmad Afan-
di, SH.

“Dari tangan IP, di TKP 
polisi berhasil mengaman-
kan barang bukti sebanyak 
8 bungkus plastik bening be-
risikan 8.000 butir obat jenis 
THD,” kata Kasat Narkoba, 
AKP Hasanuddin Hamid, 
SH., MH.

AKP Hamid menjelaskan, 
sebelum penangkapan pi-
haknya mendapat informasi 

dari masyarakat, bahwa ada 
pengiriman paket diduga 
berisikan obat-obatan jenis 
THD melalui jasa expedisi 
dengan alamat tujuan Desa 
Jayabakti

Dari informasi tersebut, 
petugas langsung menuju 
lokasi untuk melakukan 
penyelidikan dan melihat 
seorang pria datang untuk 
mengambil paket tersebut. 
Polisi kemudian melaku-
kan penangkapan terhadap 
tersangka dan menggeledah 
paket kiriman itu.

“Dari pengakuan pelaku 
barang tersebut dia pesan 
dari seorang narapidana 
kasus narkotika di Poso se-
harga Rp4 Juta. Obat-obatan 
keras itu akan ia jual kembali 
secara ilegal. Kepadanya 
melanggar pasal 435 Jo pasal 
138 ayat 2 dan 3 UU Kese-
hatan nomor 17 tahun 2023,” 
tegasnya.*/YAT

SULTENG RAYA - Dalam 
rangka mempererat sinergi-
tas antara Kodam XXIII/
Palaka Wira (PW) dan Pe-
merintah Daerah, Pangdam 
XXIII/Palaka Wira (PW) 
Mayjen TNI J. Binsar Par-
luhutan Sianipar melaksana-
kan kunjungan silaturahmi 
ke Bupati Poso, dr. Ver-
na Inkiriwang dilanjutkan 
meninjau pembangunan 
Koperasi Desa/Kelurahan 
Merah Putih (KDKMP) di 
Desa Masamba, Kecamatan 
Poso Pesisir, Kabupaten 
Poso, Kamis (26/2/2026).

Kunjungan tersebut, men-
jadi bagian dari komitmen 
Kodam XXIII/Palaka Wira 
dalam mendukung program 
unggulan pemerintah pusat 
yang dapat dikolaborasikan 
dengan pemerintah daerah 
untuk meningkatkan eko-
nomi kerakyatan di Kabupa-
ten/Kota wilayah Kodam 
XXIII/Palaka Wira.

Dalam Pertemuan ter-
sebut, Pangdam XXIII/
Palaka Wira berdiskusi dan 
menyampaikan gagasan dan 
upaya dari Kodam untuk 
meningkatkan ekonomi ke-
rakyatan melalui program 
yang dapat disinergikan 
dengan Pemda seperti Ce-
tak sawah, Pembangunan 
KDKMP, pengelolaan sam-
pah, pembuatan perahu 
nelayan, pencegahan dan 
pemberatasan Narkoba serta 
kegiatan kolaboratif lainnya. 

Pangdam juga menegas-
kan komitmen Kodam XXI-
II/PW dalam pembangunan 
dan penguatan satuan di 
jajaran Kodam XXIII/Palaka 
Wira yang berada di wilayah 
Kabupaten Poso, sebagai 
bagian dari upaya menjaga 
kondusivitas dan stabilitas 
keamanan daerah.

Sementara, Bupati Poso 
menyampaikan apresia-
si atas perhatian dan du-
kungan Pangdam XXIII/
Palaka Wira beserta jajaran 
terhadap pembangunan di 
Kabupaten Poso.

“Kami sangat mengapre-
siasi dukungan dan sinergi 
yang telah terjalin antara 
Pemda dan TNI. Kehadiran 
Pangdam menjadi motivasi 
bagi kami untuk terus mem-
percepat pembangunan 
demi kesejahteraan masy-
arakat Poso,” kata Bupati.

Setelah kegiatan silaht-
urahmi, Pangdam XXIII/
Palaka Wira melaksanakan 
peninjauan dan mengecek 
secara langsung progress 
pembangunan KDKMP 
Desa Masamba yang diha-
rapkan dapat selesai sebe-
lum Lebaran.

Pangdam XXIII/Palaka 
Wira menyampaikan bah-
wa sinergi antara TNI dan 
pemerintah daerah serta 
instansi terkait harus terus 
diperkuat guna mendukung 
percepatan pembangunan 
KDKMP di wilayah, se-

hingga program pemerintah 
dalam meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat dapat 
segera terwujud.

“Keberadaan KDKMP ini 
diharapkan menjadi motor 
penggerak ekonomi masy-
arakat dan TNI siap men-
dukung penuh program 
pemerintah demi terwujud-
nya ketahanan wilayah dan 
peningkatan taraf hidup 
masyarakat,” ujar Pangdam.

Turut hadir dalam ke-
giatan tersebut Danrem 
132/Tdl Brigjen TNI Deni 
Gunawan, S.E., Kapendam 
XXIII/PW Letkol Inf Ro-
nald Michael Patty, Kasmin 
Pangdam XXIII/PW Mayor 
Kav Satwika Wicaksuh, Ke-
pala Kejaksaan Negeri Poso 
Bapak Arnold Tarigan, S.H., 
M.H., M.I.Kom., Kasdim 
1307/Poso Mayor Inf Asrar 
Zees, Pasi Ter Kodim 1307/
Poso Kapten Inf Kingking, 
Kadis Primdagkop Muham-
mad Basri, Camat Poso Pe-
sisir Muis Saing, Danramil 
1307-09/PP Kapten Inf Mu-
lawarman, Kapolsek Poso 
Pesisir AKP Fathurahman, 
S.H., Kepala Desa Masamba 
Hasbullah, serta perwakilan 
masyarakat Desa Masamba.

Kegiatan berlangsung 
aman, tertib, dan penuh 
keakraban, mencerminkan 
soliditas serta komitmen 
bersama dalam membangun 
Kabupaten Poso yang lebih 
maju dan sejahtera.*/YAT

PANGDAM XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI J. Binsar Parluhutan Sianipar, saat meninjau pemban-
gunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Masamba, Kecamatan Poso Pesisir, 
Kabupaten Poso, Kamis (26/2/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Pangdam XXIII/PW 
dan Bupati Poso 

Tinjau Pembangunan 
KDKMP di Masamba
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Hadi menjelaskan, keter-
gantungan impor minyak 
Indonesia masih sangat be-
sar, mencapai lebih dari 1 
juta barel per hari. Gang-
guan pada jalur yang di-
lalui sekitar seperlima pa-
sokan minyak dunia itu 
akan mendorong kenaikan 
harga minyak mentah dan 
berdampak pada harga BBM 
domestik.

 “Walaupun kita beribu-ri-
bu kilometer jauhnya dari 
Selat Hormuz, tentu ini san-
gat berdampak karena kita 
masih impor lebih dari 1 juta 
barel per hari,” kata Dewan 
Penasihat IATMI periode 
2025–2028 kepada Republi-
ka, Senin (2/3/2026).

Menurut Hadi, kenaikan 
harga minyak mentah me-
nempatkan pemerintah dan 
badan usaha pada posisi 
dilematis. Di satu sisi, biaya 

pengadaan energi mening-
kat. Di sisi lain, penyesuaian 
harga BBM harus memper-
timbangkan daya beli masy-
arakat serta persetujuan 
pemerintah dan DPR.

Dalam jangka pendek, 
Indonesia akan menghadapi 
tekanan biaya impor yang 
lebih tinggi. Kondisi terse-
but membuat ruang fi skal 
menjadi terbatas, terutama 
ketika skema subsidi ma-
sih harus dijaga di tengah 
pemulihan ekonomi yang 
belum sepenuhnya kuat.

“Yang dihadapi Indo-
nesia dalam waktu dekat 
adalah membeli crude den-
gan harga mahal, sementara 
menjualnya dengan skema 
subsidi,” ujarnya.

Hadi memperkirakan har-
ga minyak dunia berpotensi 
naik ke kisaran 80–90 dolar 
AS per barel jika konflik 

SULTENG RAYA - PT 
Pertamina (Persero) mem-
perketat pemantauan ter-
hadap seluruh operasi dan 
armada di kawasan Timur 
Tengah guna menjaga stabi-
litas pasokan energi nasional 
di tengah dinamika geopoli-
tik global. Perusahaan mem-
prioritaskan keselamatan 
pekerja sekaligus memper-
kuat mitigasi risiko agar 
kelangsungan operasional 
tetap terjaga.

Pertamina juga berkoor-
dinasi dengan Kementeri-
an Luar Negeri, Kedutaan 
Besar Republik Indonesia 
(KBRI), Konsulat Jenderal 
Republik Indonesia (KJRI), 
serta otoritas setempat agar 
seluruh lini bisnis, mulai 
dari pengadaan minyak 
mentah hingga distribusi 
BBM dan LPG domestik, 
berjalan optimal dan ter-
kendali.

Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Muhammad Baron men-
gatakan seluruh pekerja, 
operasional, dan armada 
di kawasan Timur Tengah 
berada dalam pemantauan 
intensif.

“Seluruh pekerja, opera-
sional, dan armada yang 
berada di area Timur Ten-
gah termonitor secara inten-
sif. Kami juga menyiapkan 
langkah mitigasi risiko serta 
memperkuat komunikasi 
dengan Kementerian Luar 
Negeri, KBRI, KJRI, dan oto-
ritas setempat guna menjaga 
kelancaran operasional dan 
keamanan kru,” ujar Baron 
di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Pertamina mengidenti-
fi kasi tiga unit bisnis stra-
tegis yang bersinggungan 
langsung dengan dinamika 
kawasan tersebut. Ketiganya 
meliputi aktivitas pengang-
kutan energi global oleh 
PT Pertamina International 
Shipping (PIS) noncaptive, 
operasi hulu Pertamina In-
ternasional EP di Basra, Irak, 
serta pengadaan minyak 
mentah dan produk oleh 
Pertamina Patra Niaga dari 
sumber di Timur Tengah.

Perusahaan terus meman-
tau perkembangan pasar 
energi global. Sebagai pe-
rusahaan energi terinte-
grasi, Pertamina memiliki 
portofolio pasokan minyak 
mentah, BBM, dan LPG 
yang berasal dari produksi 
domestik maupun berbagai 
negara mitra. Kondisi ini 
memberi fl eksibilitas dalam 
pengelolaan suplai di tengah 
ketidakpastian.

Optimalisasi operasional 
kilang domestik dilakukan 
untuk menjaga keseimban-
gan produksi dan distribusi. 
Pengelolaan terintegrasi dari 
hulu hingga hilir memas-
tikan ketersediaan energi 
bagi masyarakat tetap dalam 
kondisi aman dan memadai.

“Sebagai garda terdepan 
energi nasional, Pertamina 
memperketat pengawasan 
dan memastikan ketaha-
nan pasokan crude, BBM, 
dan LPG tetap terjaga un-
tuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat Indonesia,” kata 
Baron.

Langkah penguatan miti-
gasi tersebut berjalan seiring 
transformasi perusahaan 
menuju bisnis energi ber-
kelanjutan. Pertamina juga 
mendorong penerapan prin-
sip environmental, social, 
and governance (ESG) serta 
mendukung target net zero 
emission 2060.

Upaya ini menegaskan 
peran Pertamina dalam 
menjaga ketahanan energi 
nasional di tengah teka-
nan global. Perusahaan me-
mastikan stabilitas pasokan 
tetap terjaga sekaligus men-
jaga keberlanjutan usaha 
dan pelayanan publik.

Prakt is i  migas  Hadi 
Ismoyo menilai eskalasi 
konflik di Timur Tengah 
berpotensi memicu krisis 
energi global, terutama jika 
Selat Hormuz terganggu 
atau ditutup. Kondisi ter-
sebut dapat menekan pa-

sokan minyak dunia dan 
mendorong kenaikan harga 
energi, termasuk di Indone-
sia. Ia menjelaskan Indone-
sia tetap terdampak meski 
secara geografis jauh dari 
kawasan konfl ik. Ketergan-
tungan impor minyak yang 
masih besar membuat ge-
jolak global cepat merambat 
ke dalam negeri, baik pada 
harga BBM, biaya logistik, 
maupun harga kebutuhan 
pokok.

“Walaupun kita beribu-ri-
bu kilometer jauhnya dari 
Selat Hormuz, tentu ini 
sangat berdampak karena 
kita masih impor lebih dari 
1 juta barel per hari,” kata 
Hadi kepada Republika.
co.id, Senin (2/3/2026).

Selat Hormuz, lanjut dia, 
merupakan jalur vital yang 
dilalui sekitar 20 persen pa-
sokan minyak dunia. Gang-
guan pada jalur tersebut be-
risiko mengurangi pasokan 
global hingga jutaan barel 
per hari dan memicu lonja-
kan harga minyak mentah di 
pasar internasional.

Menurut Hadi, kenaikan 
harga minyak mentah akan 
menempatkan pemerintah 
pada posisi sulit. Di satu sisi, 
biaya impor energi mening-
kat, sementara di sisi lain 
harga BBM domestik harus 
tetap mempertimbangkan 
daya beli masyarakat serta 
skema subsidi.

“Yang dihadapi Indonesia 
dalam waktu dekat adalah 
membeli crude dengan har-
ga mahal, sementara men-
jualnya dengan skema sub-
sidi,” ujar Dewan Penasihat 
IATMI periode 2025–2028 
itu.

Hadi memperkirakan har-
ga minyak berpotensi naik 
ke kisaran 80–90 dolar AS 
per barel jika konflik ber-
langsung berkepanjangan. 
Dalam kondisi tersebut, har-
ga BBM di dalam negeri ber-
peluang naik sekitar 10–15 
persen secara proporsional.

Kenaikan harga energi 
juga dapat memicu efek 
berantai pada sektor trans-
portasi, distribusi barang, 
hingga tarif listrik. Dampak-
nya berpotensi dirasakan 
langsung oleh masyarakat 
melalui kenaikan harga ke-
butuhan sehari-hari.

Di tengah tekanan terse-
but, ruang fi skal pemerintah 
dinilai tidak terlalu long-
gar. Pemerintah dihadap-
kan pada pilihan antara 
menambah subsidi melalui 
penyesuaian anggaran atau 
memberi ruang penyesuai-
an harga agar beban tidak 
sepenuhnya ditanggung 
badan usaha.

“Hanya ada dua pilihan, 
memberikan ruang fiskal 
untuk menambah subsi-
di atau menaikkan harga 
BBM,” kata Hadi.

Ia menilai keputusan per-
lu diambil melalui dialog 
antara pemerintah dan DPR 
dengan mempertimbangkan 
kondisi ekonomi nasional 
serta kemampuan APBN. 
Transparansi kepada publik 
juga penting agar masyara-
kat memahami situasi yang 
dihadapi.

Untuk jangka panjang, 
Hadi menekankan penting-
nya memperkuat ketahanan 
energi nasional agar tidak te-
rus terpapar gejolak global. 
Salah satu langkah strategis 
adalah mempercepat kon-
versi penggunaan energi 
dari minyak ke gas yang 
cadangannya lebih besar di 
dalam negeri.

Menurut dia, pemban-
gunan infrastruktur gas 
secara masif akan menekan 
impor BBM, menghemat 
devisa, sekaligus mengu-
rangi beban subsidi energi 
yang selama ini mencapai 
ratusan triliun rupiah per 
tahun. Penguatan ketahanan 
energi menjadi kunci agar 
Indonesia tidak terus rentan 
terhadap krisis global. Tan-
pa langkah struktural, setiap 
konfl ik geopolitik berpoten-
si kembali menekan stabili-
tas ekonomi domestik.RPB

KAPAL tanker Gamsunoro berada di Tuzla, Istanbul, Turki, Kamis 
(24/10/2024). FOTO: ANT

Pertamina Punya 
Aset Minyak di Irak

ASAP mengepul di pusat kota Teheran setelah Israel kembali melancarkan serangan udara ke Iran, 
Ahad (1/3/2026). FOTO: EPA

Konfl ik Timur Tengah Picu 
Kenaikan Harga Minyak

SULTENG RAYA - Praktisi migas Hadi 
Ismoyo menilai harga bahan bakar minyak 
(BBM) dalam negeri berpotensi naik seiring 
lonjakan harga minyak mentah akibat es-
kalasi konfl ik di Timur Tengah. Ia menyebut 
keputusan Iran menutup Selat Hormuz dapat 
mengganggu pasokan energi global dan me-
nekan struktur biaya energi nasional.

berlangsung berkepanjan-
gan dan gangguan pasokan 
berlanjut. Kenaikan tersebut 
secara proporsional dapat 
mendorong harga BBM 
dalam negeri naik sekitar 
10–15 persen.

Ia menilai pemerintah me-
miliki dua opsi kebijakan, 
yakni menambah alokasi 
subsidi melalui penyesuaian 
anggaran atau memberi ru-

ang penyesuaian harga agar 
beban tidak sepenuhnya 
ditanggung badan usaha. 
Keputusan tersebut perlu 
dibahas secara terbuka an-
tara pemerintah dan DPR 
dengan mempertimbangkan 
kondisi ekonomi nasional 
serta kemampuan APBN.

“Hanya ada dua pilihan, 
memberikan ruang fiskal 
untuk menambah subsi-
di atau menaikkan harga 
BBM,” kata Hadi.

Ia juga mengingatkan, 
kenaikan harga BBM akan 
memicu efek berantai pada 
sektor transportasi, distri-
busi barang, tarif listrik, 
hingga harga kebutuhan 
pokok. Dampaknya berpo-
tensi dirasakan langsung 
oleh masyarakat melalui 
peningkatan biaya hidup.

Dalam jangka panjang, 
Hadi menekankan penting-
nya memperkuat ketahanan 
energi nasional agar tidak te-
rus terpapar gejolak global. 
Salah satu langkah strategis 
adalah mempercepat pro-
gram konversi penggunaan 
energi dari minyak ke gas 
melalui pembangunan infra-
struktur gas yang lebih ma-
sif. Iran Tutup Selat Hormuz

Gangguan pelayaran di 
Selat Hormuz setelah se-
rangan Amerika Serikat dan 
Israel ke Iran mulai berdam-
pak pada pasar energi dan 
distribusi barang global. 
Sejumlah kapal tanker dan 
kapal kontainer dilaporkan 
menghentikan perjalanan 
atau berbalik arah dari jalur 
strategis tersebut. 

Dikutip dari Bloomberg, 
media Iran menyebut pe-
rairan itu “praktis tertutup”, 
meski belum ada pengumu-
man resmi dari pemerintah 
Teheran. Awak kapal men-
gaku menerima siaran radio 
yang memperingatkan pe-

layaran di wilayah tersebut 
tidak aman.

Selat Hormuz selama ini 
menjadi jalur vital karena 
sekitar seperlima pasokan 
minyak dan gas alam cair 
(LNG) dunia melintas setiap 
hari. Gangguan pada jalur 
ini langsung memicu kekha-
watiran pasar energi.

Produk perdagangan ritel 
menunjukkan harga minyak 
mentah West Texas Inter-
mediate sempat melonjak 
lebih dari 8 persen pada 
Sabtu (28/2/2026) malam 
waktu London. Pasar kini 
menunggu pembukaan per-
dagangan awal pekan untuk 
melihat respons lebih luas.

Tak hanya minyak, kapal 
kontainer yang membawa 
barang konsumsi juga ter-
dampak.  

“Perusahaan menghen-
tikan sementara pelayaran 
melalui Hormuz,” tulis Pe-
rusahaan pelayaran Jerman 
Hapag-Lloyd AG  dalam 
keterangan resminya diku-
tip dari Bloomberg,  Ahad 
(1/3/2026).

Sementara Nippon Yusen 
KK meminta armadanya 
menghindari jalur tersebut. 
Penumpukan kapal terlihat 
di kedua sisi selat. Bebera-
pa pemilik kapal memper-
timbangkan membatalkan 
kontrak dengan memanfaat-
kan klausul perang dalam 
perjanjian pelayaran. Jika 
kondisi ini berlangsung 
lama, pasokan kapal di ka-
wasan bisa menyusut dan 
tarif angkut melonjak.

Kenaikan freight rate ber-
potensi merembet pada har-
ga barang impor, mulai dari 
bahan baku industri hingga 
produk rumah tangga. Se-
mentara itu, tertahannya 
pengiriman LNG dari Qatar 
juga menambah tekanan di 
pasar energi global.RPB

SULTENG RAYA - Travel 
atau agen perjalanan haji dan 
umrah membeberkan kondi-
si jamaah usai memanasnya 
konflik di kawasan Timur 
Tengah. Deputy CEO MBS 
Travel, Siti Nani Wahidah, 
mengungkapkan seluruh ja-
maah umrah yang berangkat 
menggunakan travel yang 
dikelolanya dalam kondisi 
baik-baik saja. "Kebetulan 
ibu lagi di Makkah, saat ini 
situasi Makkah aman dan 
terkendali. Kalau gelisah 
pasti gelisah, kami sebagai 
travel memberikan kete-
nangan dan menenangkan 
jamaah karena jamaah se-
dang fokus ibadah. Kalau 
ditambah dengan kepanikan, 
jamaah tidak akan konsen-
trasi dengan ibadah mereka," 
ujar Siti Nani saat dihubungi 
Republika, Senin (2/3/2026).

Dirinya mengungkapkan, 
aktivitas penerbangan un-
tuk jamaah umrah yang 
dibawanya, termasuk dari 
Kota Cimahi, sejauh ini tidak 
terkendala dan masih sesuai 
jadwal. Hal itu dikarenakan 
ia menggunakan penerban-
gan langsung (direct) dari 
Jakarta menuju Arab Saudi. 
Sementara itu, penerbangan 
yang terdampak eskalasi di 
kawasan Timur Tengah se-
jauh ini hanya pesawat yang 
transit terlebih dahulu.

Saat ini, sudah ada sekitar 

JAMAAH umrah mengunjungi Masjid Aisyah untuk melakukan miqat di Makkah, Arab Saudi, Ahad 
(22/6/2025) dini hari. FOTO: ANT

Travel Pastikan Jamaah Umroh 
di Makkah Aman Meski Konfl ik 

Timur Tengah Memanas

175 orang jamaah umroh 
di bawah MBS Travel yang 
berada di Arab Saudi untuk 
menunaikan ibadah umrah. 
Kemudian, rencananya 35 
orang jamaah lagi akan di-
terbangkan dari Indonesia 
ke Arab Saudi pada Senin 
(2/3/2026) malam.

"Jadi kalau yang maskapai 
direct, sejauh ini masih sesuai 
jadwal. Ibu baru datang tadi 
malam bersama 30 jamaah, 
alhamdulillah masih sesuai 
jadwal," ujar Siti Nani. Un-
tuk jadwal kepulangan pun, 
kata dia, sejauh ini masih 
sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan. Namun, 
pihak travel terus melakukan 
komunikasi, khususnya den-
gan maskapai penerbangan.

"Sejauh ini masih sesuai 
jadwal, tidak ada peruba-
han atau pembatalan dari 

maskapai. Mudah-mudahan 
tetap aman dan dilancarkan," 
ucap Siti Nani.

Sebelumnya, Kementerian 
Haji dan Umrah mengimbau 
jamaah untuk menunda ke-
berangkatan ke Tanah Suci. 
Imbauan itu diberlakukan 
demi keamanan menyu-
sul memanasnya situasi di 
kawasan Timur Tengah. 
Informasi itu sudah diterima 
Kantor Wilayah Kemente-
rian Haji dan Umrah Kota 
Cimahi.

"Kami sudah mendengar 
informasi terkait imbauan 
untuk menunda keberang-
katan umroh. Imbauan itu 
tentunya akan kami sampai-
kan ke jamaah melalui agen 
travel," kata Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Haji 
dan Umrah Kota Cimahi, 
Nandang Rahayu.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)

OPINI 5SELASA, 11 OKTOBER 2022
SULTENG RAYA

S

PENERBIT:
PT. Trimedia Sulteng Mandiri

No. Rek. Bank Sulteng,  An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri
Acc. 0010107770011

Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI

PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan
(Ahmad Averus Toana, Sudarsono, Syafi i, Agung Ramadhan)

PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP 
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN HARIAN 

SULTENG RAYA, 

DIBEKALI KARTU 

PERS/SURAT TUGAS

DAN NAMANYA 

TERCANTUM DALAM 

BOX REDAKSI

PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana.  DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.
 PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.

REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Hangga Nugracha.  STAF REDAKSI: Irwan, Andi Hidayat, Amiluddin, Hangga Nugracha,
Rahmat Kurniawan, Jane Lestari Parabak, Ruth Damayanti, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Desy Rahmadani. 

LITBANG: A. Madukelleng, Fery. BIRO DONGGALA: Wahid Agus, Andika Pratama. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. 
BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: Subianto. BIRO MOROWALI: Bambang Sumantri. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam.

BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro) Rizal Saenong (Pemasaran). BIRO BANGGAI: Pariaman T, Reynold Sitorus.
DESIGN & ARTISTIC: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Wanto, Zainuddin Ladoe. KEUANGAN: Ratmin. 

 EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. 
ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36   TLP: 0451 4012 445  ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.

sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

MENDUNG geopolitik di 
kawasan Teluk bukan lagi 
sekadar berita mancanega-
ra yang jauh dari pelupuk 

mata. Ketegangan antara blok Israel-Ame-
rika Serikat melawan Iran telah membawa 
dunia ke ambang ketidakpastian fatal. Bagi 
Indonesia, riak di Selat Hormuz adalah 
alarm keras bagi ketahanan nasional. Pa-
salnya, urusan bahan bakar minyak (BBM) 
bukan sekadar angka di SPBU, melainkan 
urat nadi yang menentukan hidup-matinya 
stabilitas ekonomi, sosial, dan politik kita.

Data menunjukkan potret yang cukup 
mencemaskan. Pada tahun 2026 ini, kon-
sumsi BBM nasional telah menyentuh angka 
kurang lebih 1,6 juta barel per hari (bph). 
Ironisnya, kemampuan produksi minyak 
mentah (lifting) dalam negeri hanya mampu 
menyumbang sekitar 605.000 bph. Artinya, 
ada lubang menganga sebesar satu juta barel 
yang harus ditutup melalui impor. Dengan 
ketergantungan impor yang melonjak hing-
ga hampir 50%, Indonesia praktis sedang 
menyandarkan nasib ekonominya pada 
stabilitas global yang kini sedang rapuh.

Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Laha-
dalia bahwa cadangan operasional BBM 
kita hanya berkisar 20 hingga 21 hari adalah 
kejujuran yang mengagetkan sekaligus 
pahit. Angka ini terlalu tipis untuk negara 
sebesar Indonesia. Jika jalur distribusi global 
terganggu akibat eskalasi militer di Timur 
Tengah, kita hanya memiliki waktu tiga 
minggu sebelum roda ekonomi benar-benar 
terancam berhenti berputar.

Ketergantungan pada negara-negara se-
perti Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi 
membuat APBN kita sangat rentan terhadap 
fluktuasi harga minyak dunia. Setiap kenai-
kan satu dolar per barel akan memberikan 
tekanan hebat pada ruang fiskal kita. Jika 
pemerintah tidak segera melakukan langkah 
mitigasi yang taktis, potensi kelangkaan 
BBM bukan lagi sekadar ancaman di atas 
kertas, melainkan bom waktu yang bisa 
memicu krisis sosial dan politik.

Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan 
solusi jangka pendek. Pemerintah harus 
berakselerasi dalam tiga hal utama. 

Pertama, percepatan peningkatan kapa-
sitas kilang dalam negeri (RDMP) agar kita 
tidak hanya mampu mengimpor minyak 
mentah, tapi juga mengolahnya secara 
mandiri.

Kedua, diversifikasi energi dan mandatori 
bahan bakar nabati (BBN) harus ditekan 
lebih keras untuk mengurangi ketergan-
tungan pada fosil, dan ketiga, penguatan 
cadangan penyangga energi nasional harus 
menjadi prioritas keamanan negara, bukan 
sekadar cadangan operasional perusahaan.

Kita harus sadar bahwa kemandirian 
energi adalah harga mati. Jangan sampai 
ekonomi kita ambruk hanya karena kita 
terlambat menyadari bahwa tangki bahan 
bakar bangsa ini sedang menipis di tengah 
badai yang mulai mengganas. **
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Pengadaan Pikap Kopdes dan 
Strategi Efisiensi Anggaran Negara

KEBIJAKAN pemerintah dalam memperkuat 
fondasi ekonomi perdesaan melalui Koperasi 
Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupa-
kan langkah afirmasi yang patut diapresiasi. 

SEBAGAI instru-
men penggerak 
e k o n o m i  a k a r 
rumput, kopera-

si memerlukan dukungan 
infrastruktur logistik yang 
mumpuni agar rantai pasok 
dari petani ke pasar tidak 
lagi terhambat oleh biaya 
tinggi atau ketiadaan armada. 
Dalam konteks ini, langkah 
PT Agrinas Pangan Nusan-
tara melakukan pengadaan 
105.000 unit kendaraan pikap 
dari produsen India, Mahin-
dra & Mahindra serta Tata 
Motors, muncul sebagai ke-
putusan taktis yang didasari 
pada realitas industri dan 
kebutuhan mendesak agenda 
nasional.

Perdebatan mengenai pili-
han impor sering kali terjebak 
pada sentimen proteksio-
nisme sempit tanpa melihat 
gambaran besar kapasitas 
produksi dan efisiensi ang-
garan negara. Direktur Utama 
PT Agrinas Pangan Nusan-
tara, Joao Angelo De Sousa 
Mota, telah mengklarifikasi 
bahwa keputusan ini diambil 
setelah melalui proses yang 
transparan terhadap produ-
sen lokal. Namun, realitas 
di lapangan menunjukkan 
adanya keterbatasan kapasi-

OLEH : ARISETYA GUNAWAN *)

Antisipasi 
Kelangkaan 

BBM

lakukan impor menjadi lang-
kah penyelamatan anggaran 
agar program KDMP dapat 
menjangkau lebih banyak 
desa dengan jumlah armada 
yang maksimal.

Dukungan terhadap lang-
kah ini juga datang dari 
sisi regulasi perdagangan. 
Menteri Perdagangan, Budi 
Santoso, menegaskan bahwa 
pengadaan kendaraan pikap 
ini telah sesuai dengan ko-
ridor hukum yang berlaku. 
Menurutnya, kendaraan ber-
motor masuk dalam kategori 
barang yang tidak memer-
lukan persetujuan impor (PI) 
maupun rekomendasi teknis 
tambahan. Kepastian hukum 
ini menunjukkan bahwa agen-
da penguatan logistik desa 
ini dijalankan dengan tata 
kelola yang bersih dan tidak 
menabrak aturan yang ada, 
sekaligus memberikan sinyal 
positif bagi iklim investasi 
bahwa Indonesia adalah pasar 
yang terbuka dan kompetitif.

Selain faktor harga, dura-
bilitas kendaraan menjadi 
pertimbangan teknis yang 
vital bagi operasional di me-
dan perdesaan yang sering 
kali berat. CEO Divisi Oto-
motif Mahindra & Mahindra 
Ltd., Nalinikanth Gollagunta, 
menyatakan bahwa kenda-
raan yang disiapkan seper-
ti Scorpio Pik Up memang 
dirancang untuk kondisi ekst-
rem dengan biaya operasional 
minimal. Hal ini selaras den-
gan kebutuhan para petani 
dan pengurus koperasi di 
pelosok yang membutuhkan 
kendaraan tangguh namun 

OLEH : SUKARIJANTO

AKAN tetapi, di 
balik narasi opti-
misme tersebut, 
muncul pertan-

yaan krusial, apakah perjan-
jian ini benar-benar memper-
kuat posisi tawar Indonesia 
dalam sistem ekonomi global, 
atau justru memperdalam 
ketergantungan struktural 
terhadap kekuatan ekonomi 
dominan?

Pertanyaan tersebut mem-
peroleh relevansinya karena 
ART lahir dalam konteks glo-
bal yang jauh dari stabil. Dunia 
tengah menghadapi eskalasi 
perang tarif, restrukturisasi 
rantai pasok internasional, ser-
ta kebangkitan kembali protek-
sionisme ekonomi di berbagai 
negara besar. Globalisasi yang 
sebelumnya dipromosikan 
sebagai sistem terbuka kini 
bergerak menuju konfigurasi 
baru yang lebih kompetitif dan 
sarat kepentingan nasional.

Penggunaan istilah alliance 
dalam pernyataan bersama 
kedua negara bukan sekadar 
pilihan retoris. Dalam prak-
tik hubungan internasional, 
istilah tersebut lazim diguna-
kan untuk menggambarkan 
kedekatan strategis yang me-
lampaui kerja sama ekonomi 
biasa. Bagi Indonesia yang 
berpegang pada prinsip po-

litik luar negeri bebas aktif, 
terminologi ini menghadir-
kan dilema konseptual, yaitu 
apakah Indonesia sekadar 
memperluas kemitraan ekono-
mi, atau perlahan memasuki 
orbit geopolitik tertentu yang 
berpotensi membatasi ruang 
manuver diplomatiknya?

Dari sisi ekonomi praktis, 
manfaat jangka pendek me-
mang terlihat jelas. Penurunan 
tarif impor Amerika Serikat 
dari ancaman 32% menjadi 
sekitar 19%, bahkan tarif nol 
% untuk ribuan produk Indo-
nesia, membuka peluang pe-
ningkatan daya saing ekspor 
nasional. Komoditas seperti 
sawit, kopi, tekstil, dan pro-
duk agrikultur memperoleh 
akses pasar yang lebih luas. 
Dalam jangka pendek, kondisi 
ini berpotensi memperbaiki 
neraca perdagangan serta me-
narik relokasi industri global 
yang mencari basis produksi 
baru di luar pusat manufaktur 
tradisional.

Resiprositas yang Asimetris
Namun dinamika ekonomi 

internasional tidak pernah ber-
henti pada keuntungan jangka 
pendek. Paul Krugman melal-
ui kerangka new trade theory 
menegaskan bahwa liberali-
sasi perdagangan tidak selalu 
menghasilkan keuntungan 

tas produksi di dalam negeri. 
Jika seluruh kebutuhan KDMP 
dipaksakan mengambil jatah 
produksi lokal yang rata-rata 
berada di angka 70.000 unit, 
maka risiko gangguan pada 
industri logistik nasional seca-
ra keseluruhan menjadi sangat 
nyata. Pemerintah tidak boleh 
mengorbankan stabilitas dis-
tribusi barang pokok di sektor 
lain demi memenuhi satu pro-
gram, sehingga diversifikasi 
sumber pengadaan menjadi 
solusi paling rasional.

Aspek efisiensi anggaran 
juga menjadi variabel penting 
yang tidak bisa diabaikan. 
Dalam pengelolaan dana pu-
blik, prinsip fair price money 
value harus ditegakkan. Joao 
Angelo De Sousa Mota men-
gungkapkan bahwa terdapat 
selisih harga yang sangat 
signifikan, di mana unit dari 
India bisa didapatkan dengan 
harga hampir setengah dari 
harga kompetitor lokal untuk 
spesifikasi yang setara. Dalam 
pengadaan skala besar atau 
bulk purchase, sangat wajar 
jika pemerintah mengharap-
kan harga khusus yang lebih 
ekonomis. Ketika produsen 
lokal tetap menerapkan skema 
harga per unit tanpa fleksibili-
tas yang memadai, maka me-

murah dalam perawatan. 
Keandalan ini juga diakui 
oleh Direktur PT Tata Motors 
Distribusi Indonesia, Asif 
Shamim, yang menekankan 
bahwa kepercayaan terhadap 
kendaraan komersial asal 
India terus meningkat secara 
global karena kemampuannya 
beroperasi di berbagai kondisi 
geografis yang menantang.

Namun, narasi bahwa 
pengadaan ini mematikan 
industri dalam negeri adalah 
sebuah kekeliruan. Seb-
aliknya, volume pengadaan 
yang masif ini justru menja-
di daya tarik bagi investasi 
manufaktur baru di Indone-
sia. Joao Angelo De Sousa 
Mota mengonfirmasi bahwa 
dalam kontrak kerja sama, 
terdapat komitmen investasi 
dari pihak Mahindra untuk 
membangun pabrik produksi 
di Indonesia yang diproyek-
sikan mulai berjalan pada 
2027 hingga 2028. Penjajakan 
lokasi di Subang, Jawa Barat, 
yang berdekatan dengan 
Pelabuhan Patimban, men-
unjukkan keseriusan pihak 
investor untuk menjadikan 
Indonesia sebagai basis pro-
duksi masa depan. Ini ber-
arti, dalam jangka panjang, 
pengadaan ini justru akan 
melahirkan transfer tekno-
logi, pembukaan lapangan 
kerja baru, dan penguatan 
ekosistem otomotif nasional.

Langkah ini juga tidak se-
penuhnya menutup pintu 
bagi industri yang sudah 
mapan di tanah air. PT Agri-
nas Pangan Nusantara tetap 
menyerap produksi dari 

pemain lokal yang mampu 
menyanggupi permintaan 
sesuai kapasitas mereka. Se-
bagai contoh, Kramayudha 
tetap menyuplai sekitar 20.600 
unit Mitsubishi Fuso, semen-
tara Hino Motor turut ber-
kontribusi hingga 10.000 unit 
setelah melakukan koordinasi 
kapasitas produksi. Hal ini 
menjadi bukti bahwa pemer-
intah tetap memprioritaskan 
industri lokal selama kapa-
sitas dan kesepakatan bisnis 
yang saling menguntungkan 
tercapai. Pengadaan dari India 
hanyalah pengisi celah (gap 
filler) atas ketidakmampu-
an kapasitas total industri 
domestik dalam memenuhi 
permintaan yang meledak 
dalam waktu singkat.

Kehadiran 105.000 unit 
pikap ini akan menjadi tu-
lang punggung baru bagi 
distribusi pangan nasional. 
Dengan armada yang me-
madai, koperasi desa dapat 
memangkas peran tengkulak 
yang selama ini mengambil 
keuntungan dari kesulitan 
transportasi petani. Efisiensi 
logistik ini pada akhirnya 
akan bermuara pada kese-
jahteraan masyarakat desa 
dan stabilitas harga pangan di 
tingkat konsumen perkotaan. 
Pemanfaatan teknologi mesin 
diesel seperti yang diusung 
Mahindra dengan torsi besar 
namun efisien, memastikan 
bahwa mobilitas hasil bumi 
tidak lagi terhambat oleh 
kendala teknis kendaraan 
yang rapuh. *) Konsultan Stra-
tegi Logistik Nasional/Pengamat 
Kebijakan Publik

PENANDATANGANAN US–Indonesia 
Agreement on Reciprocal Trade (ART) menja-
di penanda penting dalam evolusi hubungan 
ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat. Peme-
rintah memproyeksikan kesepakatan ini sebagai 
gerbang menuju era kemitraan strategis yang 
lebih erat, bahkan disebut sebagai awal “Gol-
den Age” relasi bilateral. 

ART: Perjanjian Dagang atau Reposisi Geopolitik Indonesia?
yang setara. Negara dengan 
struktur industri lebih maju 
cenderung menguasai nilai 
tambah karena memiliki te-
knologi, inovasi, dan jaringan 
distribusi yang lebih mapan. 
Tanpa penguatan kapasitas 
industri domestik, pembukaan 
akses pasar justru berisiko 
memperluas dominasi pihak 
yang lebih produktif.

Unsur resiprositas dalam 
ART menjadi titik krusial 
perdebatan. Indonesia mem-
berikan konsesi besar melalui 
penghapusan hampir seluruh 
tarif impor produk Amerika, 
penerapan standar kualitas 
tertentu, serta komitmen pem-
belian berbagai komoditas 
strategis. Dalam perspektif 
kritis, langkah ini memuncul-
kan kekhawatiran mengenai 
ketidakseimbangan manfaat 
jangka panjang.

Banyak perjanjian perdagan-
gan modern sebenarnya tidak 
hanya mengatur arus barang, 
tetapi juga membentuk struk-
tur kekuatan pasar global. 
Negara berkembang kerap 
membuka pasarnya lebih ce-
pat dibanding kesiapan in-
dustrinya sendiri, sehingga 
menghadapi risiko premature 
deindustrialization. Jika libera-
lisasi dilakukan tanpa strategi 
penguatan industri nasional, 
maka dampaknya bukan seka-
dar defisit perdagangan, tetapi 
melemahnya basis produksi 
domestik di sektor vital seperti 
pertanian, teknologi, dan far-
masi (Joseph Stigliz, The Price 
of Inequality, 2012)

Pandangan ini sejalan den-
gan Teori Keunggulan Kom-
petitif Michael Porter yang 
menekankan bahwa daya 
saing nasional tidak lahir dari 
keterbukaan pasar semata, 
melainkan dari kemampuan 
membangun klaster industri 

yang kuat. Tanpa kebijakan 
peningkatan kapasitas indus-
tri, perdagangan bebas dapat 
berubah menjadi mekanisme 
konsumsi impor yang berke-
lanjutan.

Ironisnya, kesepakatan ART 
disepakati ketika kebijakan 
perdagangan Amerika Se-
rikat sendiri berada dalam 
ketidakpastian politik dan 
hukum. Putusan Mahkamah 
Agung AS terkait kebijakan 
tarif menunjukkan bahwa arah 
kebijakan ekonomi negara ter-
sebut sangat bergantung pada 
dinamika domestik. Polarisasi 
politik di Kongres memper-
lihatkan bahwa perubahan 
kebijakan dapat terjadi secara 
cepat mengikuti siklus elekto-
ral. Konsekuensinya, stabilitas 
manfaat yang diharapkan 
Indonesia tidak sepenuhnya 
berada dalam kendali perjan-
jian itu sendiri.

Salah satu komponen stra-
tegis ART adalah keterlibatan 
investasi Amerika dalam sek-
tor mineral kritis dan ener-
gi. Secara teoritis, investasi 
tersebut dapat memperce-
pat hilirisasi dan mendorong 
transfer teknologi. Namun 
pengalaman berbagai negara 
menunjukkan risiko resource 
dependency trap, yakni pe-
ningkatan ekspor sumber 
daya tanpa transformasi te-
knologi domestik.

Mariana Mazzucato mene-
kankan bahwa negara perlu 
berperan sebagai entrepre-
neurial state yang aktif mem-
bentuk arah industrialisasi. 
Investasi asing seharusnya 
diikat dengan kewajiban trans-
fer teknologi, pengembangan 
riset nasional, serta penciptaan 
industri bernilai tambah ting-
gi. Tanpa desain demikian, 
Indonesia tetap berada pada 
posisi pemasok bahan mentah 

dalam rantai nilai global.
Dimensi paling sensitif dari 

ART sesungguhnya terletak 
pada implikasi geopolitiknya. 
Di tengah rivalitas Amerika 
Serikat dan Tiongkok, perjan-
jian ekonomi sering berfungsi 
sebagai instrumen pembentu-
kan blok ekonomi baru. Risiko 
utama bukan semata isi kese-
pakatan, melainkan persepsi 
internasional terhadap posisi 
strategis Indonesia.

Sejak era Soekarno, prinsip 
bebas aktif menempatkan In-
donesia sebagai negara yang 
membuka kerja sama seluas 
mungkin tanpa terikat pada 
satu kekuatan. Diversifikasi 
mitra dagang menjadi strategi 
penting untuk menjaga otono-
mi kebijakan nasional di tengah 
fragmentasi ekonomi global.

Karena itu, ratifikasi ART 
seharusnya dipandang se-
bagai awal proses evaluasi 
berkelanjutan, bukan akhir ne-
gosiasi. Penguatan exit clause, 
kewajiban transfer teknologi, 
perlindungan sektor domestik 
strategis, integrasi perdagan-
gan dengan kebijakan indus-
trialisasi, serta diversifikasi 
hubungan ekonomi internasi-
onal menjadi langkah strategis 
yang perlu diperhatikan.

Pandangan Ekonom Univer-
sitas Washington, Douglass 
North, menegaskan bahwa 
institusi ekonomi yang kuat 
bukan hanya membuka akses 
pasar, tetapi memastikan atu-
ran yang melindungi kepentin-
gan jangka panjang nasional. 
Pada titik inilah ART menjadi 
ujian strategis bagi Indonesia. 
Penulis: Pemerhati Kebijakan 
Publik & Analis di Institute of 
Global Researh for Economics, 
Enterpreneurship, and Leadership 
Kandidat doktor di School of Lea-
dership, Fak Pasca Sarjana, Univ 
Airlangga *Geotimes
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SULTENG RAYA – Unit hybrid 
terbaru yang dipasarkan Kalla 
Toyota di Sulteng, New Veloz Hy-
brid EV makin dikenal dan lengket 
di hati masyarakat. 

Sebuah kendaraan berkapasitas “7 
seat” dengan harga termurah, men-
dukung mobilitas penggunanya.

Sejak mulai dikenalkan hingga 
dipasarkan pada periode November 
2025 – Februari 2026, sebanyak 40 
unit telah dipesan di seluruh dealer 
Kalla Toyota di Sulteng. Kendaraan 
segmen MPV ini pun siap mewarnai 
jalanan di Sulteng.

Menurut Manager Marketing Kal-
la Toyota, Suliadin, saat ini, secara 
keseluruhan di wilayah Kalla Toyo-
ta Sulawesi telah dipesan sebanyak 
500 unit. Angka ini, kata dia, di luar 
ekspektasi perusahaan.

“Sangat sesuai bahkan melebihi 
ekpektasi dari Kalla Toyota sen-
diri. Angka ini bahkan dua kali 
lipat dari target nasional. Makassar 
menjadi wilayah paling banyak pen-
jualannya,” kata Suliadin, Kamis 
(5/3/2026).

Menurutnya, hal itu tidak lepas 
dari kepercayaan masyarakat ter-
hadap produk Toyota dan perusa-
haan Kalla Toyota itu sendiri dalam 
memahami kebutuhan masyarakat. 

“Tahun ini, Toyota New Veloz 
Hybrid EV ditargetkan terjual hing-
ga 2.000 unit untuk seluruh wilayah 
penjualan Kalla Toyota. Dan kami 
optimis target itu dapat tercapai,” 
kata Suliadin.

Toyota New Veloz Hybrid EV 
ini, dirancang tidak hanya untuk 

efisiensi, tetapi juga untuk membe-
rikan kenyamanan dan ketenangan 
bagi pemiliknya. 

Setidaknya ada lima keunggulan 
utama New Veloz Hybrid EV antara 
lain; harga kompetitif, irit bahan 
bakar, servis terjangkau di semua 
wilayah, perawatan mudah, dan 
harga jual kembali dijamin. 

Kalla Toyota mendapat dukun-
gan penuh dari PT. Toyota Astra 
Motor untuk menjadi dealer per-
tama di Indonesia Timur yang 
meluncurkan produk New Veloz 
Hybrid EV. 

Hal ini dilihat dari kondisi market 
Kalla Toyota yang paling potensial 
di Indonesia Timur, serta coverage 
area di wilayah Sulawesi yang 
sangat cocok menggunakan Toyota 
Hybrid.

Kalla Toyota menawarkan be-
ragam penawaran istimewa bagi 
pelanggan. Benefit yang disiapkan 
meliputi DP dapat dicicil hingga 2 
kali dan gratis asuransi kendaraan 
hingga 2 tahun.

New Veloz Hybrid EV hadir 
dengan teknologi canggih yang siap 
mengubah pengalaman berkendara 
pelanggan di Sulawesi Tengah. 
Toyota Veloz Hybrid EV dalah 
“Game Changer”: Level Up, dari 
Mobil Sejuta Umat dengan tagline 
Lebih Irit, Lebih Tenang, Lebih Jauh. 

Harga yang ditawarkan pun 
cukup kompetitif. Untuk menja-
dikan teknologi hybrid semakin 
terjangkau, New Veloz Hybrid EV 
ditawarkan dengan harga yang 
sangat menarik. RHT

SULTENG RAYA – Bank 
Mandiri memastikan lay-
anan transaksi keuangan 
bagi masyarakat Sulawesi 
Tengah tetap berjalan op-

timal saat libur panjang 
Lebaran. 

Salah satu upaya yang 
dilakukan yakni mengopti-
malkan jaringan 1.463 Man-

diri Agen yang tersebar di 
wilayah kerja Area Palu 
untuk melayani kebutuhan 
transaksi nasabah selama 
periode libur itu. 

Area Head Bank Mandiri 
Palu, Andi Sibly mengata-
kan, kehadiran Mandiri 
Agen menjadi solusi penting 
bagi masyarakat ketika se-
bagian kantor cabang tidak 
beroperasi selama masa 
libur panjang.

“Kantor-kantor cabang 
mungkin tidak beroperasio-
nal pada saat libur panjang, 
tetapi kami pastikan semua 
channel-channel digital kami 
tetap optimal,” kata Andi 
Sibly, Kamis (5/3/2026). 

Menurutnya, selain lay-
anan digital seperti mobile 
banking dan internet ban-
king, Mandiri Agen juga 
menjadi ujung tombak lay-
anan perbankan yang lebih 
dekat dengan masyarakat. 
Melalui jaringan tersebut, 
nasabah tetap dapat mela-
kukan berbagai transaksi 
seperti tarik tunai, transfer, 
pembayaran, hingga pembe-
lian berbagai layanan.

Di wilayah kerja Area 
Palu, Bank Mandiri juga 
didukung oleh jaringan me-
sin perbankan yang cukup 
memadai. Saat ini tersedia 
15 unit ATM tunai serta 83 
mesin Cash Recycling Ma-
chine (CRM) yang memung-
kinkan nasabah melakukan 
transaksi setor dan tarik 
tunai dalam satu mesin.

Keberadaan mesin CRM 
ini dinilai sangat membantu, 
terutama bagi para pelaku 
usaha yang membutuhkan 
layanan setor tunai dengan 
nominal besar tanpa harus 
datang ke kantor cabang.

“Kami juga mengimbau 
mitra-mitra kami, seperti 
SPBU atau pelaku usaha 
lainnya, untuk memanfaat-
kan layanan CRM agar tidak 
terjadi penumpukan uang 
tunai. Mesin ini mampu me-
layani transaksi hingga seki-
tar Rp100 juta,” jelasnya. Se-
lama periode libur Lebaran, 

aktivitas transaksi masya-
rakat biasanya mengalami 
peningkatan signifikan. Hal 
ini dipicu oleh kebutuhan 
belanja, perjalanan mudik, 
hingga berbagai aktivitas 
ekonomi yang meningkat 
menjelang dan sesudah hari 
raya.

Karena itu, Bank Mandi-
ri memprediksi transaksi 
melalui jaringan Mandiri 
Agen juga akan meningkat. 
Kondisi tersebut tidak ha-
nya mempermudah akses 
layanan bagi masyarakat, 
tetapi juga memberikan 
manfaat ekonomi bagi para 
mitra agen.

“Transaksi di Mandiri 
Agen diprediksi akan me-
ningkat sehingga akan mem-
berikan keuntungan bagi 
hasil yang signifikan kepada 
mitra Lakupandai kami,” 
ujar Andi.

I a  m e n a m b a h k a n , 
para Mandiri Agen pada 

dasarnya merupakan per-
panjangan tangan bank di 
tengah masyarakat. Selain 
membantu menyediakan 
layanan perbankan dasar, 
para agen juga memiliki 
peluang untuk memperoleh 
sumber pendapatan tamba-
han dari sistem bagi hasil 
transaksi.

“Mereka menjadi perwa-
kilan bank di lingkungan 
masing-masing sekaligus 
dapat mengembangkan usa-
ha dengan mendapatkan 
sumber pendapatan baru 
melalui sharing profit,” tam-
bahnya.

Dengan dukungan jarin-
gan ATM, CRM, layanan 
digital, serta ribuan Man-
diri Agen yang tersebar 
di berbagai wilayah, Bank 
Mandiri optimistis kebu-
tuhan transaksi masyarakat 
selama libur Lebaran tetap 
dapat terlayani dengan baik, 
aman, dan mudah diakses. IN

1.463 Mandiri Agen Penuhi Transaksi 
Nasabah Selama Libur Lebaran

Sudah Dipesan 40 
Unit, New Veloz 
Hybrid EV Makin 
Lengket di Hati 

Masyarakat Sulteng

SULTENG RAYA – PT 
Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero) Tbk atau BRI mencatat-
kan kinerja transaction ban-
king yang impresif hingga 
Desember 2025. Pencapaian 
ini ditopang oleh pertum-
buhan transaksi digital pada 
segmen ritel, nasabah bisnis, 
hingga ekosistem pemba-
yaran. 

Penguatan tersebut mem-
pertegas kapabilitas BRI 
dalam mengelola aktivitas 
transaksi lintas segmen, 
sekaligus memperkokoh 
struktur pendanaan melalui 
penguatan dana murah.

Demikian dikatakan Dirut 
BRI, Hery Gunardi, pada 
press conference Kinerja 
Keuangan BRI Triwulan 
IV 2025 di Jakarta, Kamis 
(26/2/2026).

Kata dia, sebagai bagian 
dari transformasi BRIVoluti-
on Reignite, BRI melakukan 
transformasi pada Funding 
Franchise yang bertujuan 
memperkuat struktur pen-
danaan perusahaan agar 
semakin efisien, stabil, dan 
berbasis dana murah. Dua 
strategi yang dijalankan 
yakni penguatan dana mu-
rah serta peningkatkan ka-
pabilitas di bidang transac-
tion banking. 

”BRI mempercepat per-
tumbuhan CASA melalui 
optimalisasi digital channel 
(BRImo, BRILink, QRIS) 
serta peningkatan penetrasi 
business cluster. Sementara 
itu di segmen ritel, pen-
guatan difokuskan pada 
pengembangan SuperApp 
BRImo dan ekosistem pem-
bayaran,” ujar Hery.

Peningkatan aktivitas 
transaksi ritel di channel 
digital BRI tercermin pada 
pertumbuhan pengguna 
dan transaksi melalui BRI-
mo. 

Hingga Desember 2025, 
pengguna BRImo tercatat 
45,9 juta atau tumbuh 18,9% 
YoY, dengan nilai transaksi 
mencapai Rp7.076,9 triliun 
atau meningkat 26,4% YoY.

Untuk segmen menengah, 
komersial dan korporasi, 
BRI terus memperkuat la-
yanan transaction banking 
BRI untuk kebutuhan cash 
management dan transaksi 
end-to-end melalui Qlola. 

Per Desember 2025, peng-
guna aktif Qlola mencapai 
113,0 ribu atau tumbuh 
48,1% YoY, sejalan den-

gan sales volume yang me-
ningkat 36,2% YoY menjadi 
Rp13.456 triliun.

Perseroan juga terus 
memperluas akseptasi pem-
bayaran di merchant. Hal 
tersebut berdampak kepada 
volume penjualan merchant 
naik 48,1% yoy menjadi 
Rp223,2 triliun. 

Untuk QRIS BRI juga 
menunjukkan tren yang 
sama, sales volume naik 
100% yoy menjadi Rp85,6 
triliun, sementara jum-
lah transaksinya tumbuh 
127,5% yoy menjadi lebih 
dari 782,8 miliar transaksi.

Hery menambahkan, BRI 
akan terus mengembang-
kan kapabilitas transaction 
banking melalui penguatan 
platform digital hingga pe-
ningkatan layanan business 
merchant untuk mendu-
kung pertumbuhan dana 
murah secara berkelanjutan.

“Capaian ini menegas-
kan bahwa transformasi 
BRIVolution Reignite yang 
sedang dijalankan tidak ha-
nya memperkuat basis dana 
murah, tetapi juga memper-
luas ekosistem pembayaran 
digital yang inklusif bagi se-
luruh lapisan masyarakat,” 
pungkasnya.

Peningkatan transaksi di 
channel digital dan ekosis-
tem pembayaran terbukti 

Transaction Banking BRI 
Tumbuh Impresif Dorong 
Penguatan Dana Murah

memperkuat basis dana giro 
dan tabungan, sehingga por-
si CASA terjaga tinggi dan 
biaya dana membaik. 

Dana Pihak Ketiga tum-
buh 7,4% YoY menjadi 

Rp1.467 triliun dengan 
rasio CASA 70,6%, serta 
cost of fund DPK mem-
baik menjadi 2,9% di-
banding 3,1% pada akhir 
2024. RHT

ILUSTRASI. FOTO: DOK. BRI

AREA Head Bank Mandiri Palu, Andi Sibly. FOTO: ISTIMEWA 

UNIT New Veloz Hybrid EV. FOTO: ISTIMEWA
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Aktivitas selama 2-3 Maret 
2026 ini semakin seru dan 
penuh keakraban dengan 
hadirnya para pebalap Astra 
Honda Racing Team (AHRT) 
yang menemani Joan dan 
Luca sebelum menghadapi 
putaran kedua Grand Prix 
(GP) di Brasil pada 15 Maret.

Pada hari pertama keda-

tangan di Pulau Dewata, 
Bali pada Senin (2/3/2026), 
kedua pebalap asal Spanyol 
dan Italia ini berkesempatan 
membaur dengan masya-
rakat untuk mempelajari 
budaya dan kesenian tari 
khas Bali yakni Tari Kecak. 
Bersama dengan 30 penari 
kecak, keduanya menikmati 

PEBALAP MotoGP dari tim Honda HRC Castrol yakni Joan Mir dan Luca Marini saat berkesempatan membaur dengan masyarakat 
untuk mempelajari budaya dan kesenian tari khas Bali yakni Tari Kecak, Senin (2/3/2026). FOTO: DOK HONDA

Disambut Tari Kecak, Pebalap Honda di MotoGP 
Lanjut Kopdar Bareng Bikers Bali

SULTENG RAYA – Pascabalap di Thailand, 
Pebalap MotoGP dari tim Honda HRC Cas-
trol yakni Joan Mir dan Luca Marini meng-
habiskan waktunya di Bali untuk menyapa 
langsung komunitas sepeda motor Honda 
dan berinteraksi bersama masyarakat dengan 
mempelajari seni budaya Bali.

momen interaktif ini dengan 
teriakan kata ‘Cak’ dan dii-
ringi gamelan khas Bali. 

Kegiatan ini menjadi mo-
men intim antara pebalap 
Honda HRC Castrol ber-
sama dengan masyarakat 
seni Bali. Peraih juara dunia 
GP tahun 2020, Joan Mir 
menyatakan antusiasnya 
mempelajari tarian kolosal 
khas bali ini.

“Saya sangat menikmati 
momen disini di tengah 
menjalani MotoGP dan 
saya sangat menyukai bu-
dayanya, tariannya menarik, 
orang-orangnya yang baik,” 
ujar Joan Mir.

Keseruan dari pebalap 
Honda HRC Castrol berlan-

jut di hari kedua (3/3/2026) 
melalui aktivitas yang tak 
kalah menarik bersama 
dengan masyarakat. Jelang 
perayaan Nyepi, masyarakat 
Bali mulai memproduk-
si patung raksasa Ogoh-
ogoh yang siap dipamerkan 
saat perayaan. Momen ini 
dimanfaatkan oleh Joan 
dan Luca didampingi pe-
balap-pebalap AHRT yakni 
Herjun Atna Firdaus, M. 
Adenanta Putra, Fadillah 
Arbi Aditama, Rheza Danica 
Ahrens dan M Badly Ayatul-
lah untuk melihat langsung 
pembuatan Ogoh-ogoh dari 
salah satu wilayah pelaku 
seni terbaik dari karya seni 
patung kertas ini yakni Ban-

jar Kaja Sesetan. 
Di lokasi ini, keduanya 

dibuat terkesima dengan 
detail dan ukuran atas karya 
Ogoh-ogoh dari Banjar Kaja 
Sesetan. 

Tidak hanya memperha-
tikan pembuatan patung, 
dalam kesempatan ini , 
Joan dan Luca juga turut 
membantu seniman dalam 
menyempurnakan patung 
Ogoh-ogoh yang sedang 
dibuat.

Di sela-sela aktivitas kun-
jungan ke Bali, pebalap-pe-
balap AHRT juga menyem-
patkan diri menyerahkan 
paket sembako untuk masy-
arakat yang sedang melaksa-
nakan puasa Ramadhan di 
wilayah Kampung Jawa.

Momen kebersamaan di 
Bali dilanjutkan dengan 
berinteraksi langsung den-
gan 100 bikers Honda yang 

berasal dari Honda Com-
munity Bali yakni Honda 
Stylo Club Indonesia, Honda 
CBR Riders Club, CBR Club 
Indonesia, Honda ADV In-
donesia, Honda PCX Club 
Indonesia, Vario Bali Rider, 
All Vario Bali, CB150X In-
donesia Adventure, Vario 
Bali Rider, All Vario Bali dan 
Honda Big Bike Indonesia.

Dalam aktivitas ini kedua 
pebalap Honda HRC Castrol 
ini menikmati momen yang 
akrab dengan melakukan 
permainan seru bersama 
dengan bikers Honda.

“Fantastis dengan tradisi 
yang mereka miliki di Bali 
dan mereka menjelaskan 
secara detail atas karya yang 
mereka buat, ditambah kese-
ruan dengan para bikers. Te-
rima kasih sudah menjamu 
kami dengan luar biasa,” 
kata Luca Marini.

Marketing Direktur PT 
Astra Honda Motor (AHM) 
Octavianus Dwi mengata-
kan bahwa kehadiran pe-
balap Honda HRC Castrol 
di Bali sejalan dengan se-
mangat kebersamaan untuk 
menjaga keberlangsungan 
budaya maupun dalam 
mempererat persaudaraan 
sesama bikers Honda, baik 
di lintasan balap maupun di 
jalan raya.

“Kehadiran pebalap Hon-
da HRC Castrol yang ber-
interaksi langsung dengan 
bikers Honda menggam-
barkan sebuah harmoni, 
kekompakan, dan kebersa-
maan dalam seni Tari Kecak. 
Kami harap hal ini menjadi 
koneksi yang kuat dalam 
mengobarkan semangat 
untuk mewujudkan mimpi 
berprestasi berbagai level 
kompetisi,” ujar Octa.*/YAN

SULTENG RAYA - Se-
orang pria di Kecamatan Pa-
gimana, Kabupaten Banggai, 
terpaksa harus berurusan 

dengan pihak berwajib atas 
kasus peredaran dan pen-
yalahgunaan sediaan obat 
farmasi tanpa izin edar.

ANGGOTA Satuan Narkoba Polres Banggai bersama BPOM Luw-
uk saat mengamankan pria inisial IP usai menjemput delapan ribu 
obat Farmasi jenis THD di jasa expedisi pengiriman JNE, Jumat 
(27/2/2026). FOTO: DOK POLRES BANGGAI

Polres Banggai Kerjasama BPOM Ciduk Pria 
Ambil Paket Ribuan THD di Jasa Ekspedisi

Pria berinisial IP (35) war-
ga Desa Jayabakti, berhasil 
diamankan Satuan Narkoba 
Polres Banggai bersama 
BPOM Luwuk usai men-
jemput delapan ribu obat 
Farmasi jenis Tryhexypheni-
dyl (THD) di jasa expedisi 
pengiriman JNE. 

Penangkapan terhadap 
pelaku ini sekira pukul 16.00 
Wita, Jumat (27/2/2026) 
kemarin, dipimpin langs-
ung KBO Satnarkoba Polres 
Banggai Ipda Ahmad Afan-
di, SH.

“Dari tangan IP, di TKP 
polisi berhasil mengaman-
kan barang bukti sebanyak 
8 bungkus plastik bening be-
risikan 8.000 butir obat jenis 
THD,” kata Kasat Narkoba, 
AKP Hasanuddin Hamid, 
SH., MH.

AKP Hamid menjelaskan, 
sebelum penangkapan pi-
haknya mendapat informasi 

dari masyarakat, bahwa ada 
pengiriman paket diduga 
berisikan obat-obatan jenis 
THD melalui jasa expedisi 
dengan alamat tujuan Desa 
Jayabakti

Dari informasi tersebut, 
petugas langsung menuju 
lokasi untuk melakukan 
penyelidikan dan melihat 
seorang pria datang untuk 
mengambil paket tersebut. 
Polisi kemudian melaku-
kan penangkapan terhadap 
tersangka dan menggeledah 
paket kiriman itu.

“Dari pengakuan pelaku 
barang tersebut dia pesan 
dari seorang narapidana 
kasus narkotika di Poso se-
harga Rp4 Juta. Obat-obatan 
keras itu akan ia jual kembali 
secara ilegal. Kepadanya 
melanggar pasal 435 Jo pasal 
138 ayat 2 dan 3 UU Kese-
hatan nomor 17 tahun 2023,” 
tegasnya.*/YAT

SULTENG RAYA - Dalam 
rangka mempererat sinergi-
tas antara Kodam XXIII/
Palaka Wira (PW) dan Pe-
merintah Daerah, Pangdam 
XXIII/Palaka Wira (PW) 
Mayjen TNI J. Binsar Par-
luhutan Sianipar melaksana-
kan kunjungan silaturahmi 
ke Bupati Poso, dr. Ver-
na Inkiriwang dilanjutkan 
meninjau pembangunan 
Koperasi Desa/Kelurahan 
Merah Putih (KDKMP) di 
Desa Masamba, Kecamatan 
Poso Pesisir, Kabupaten 
Poso, Kamis (26/2/2026).

Kunjungan tersebut, men-
jadi bagian dari komitmen 
Kodam XXIII/Palaka Wira 
dalam mendukung program 
unggulan pemerintah pusat 
yang dapat dikolaborasikan 
dengan pemerintah daerah 
untuk meningkatkan eko-
nomi kerakyatan di Kabupa-
ten/Kota wilayah Kodam 
XXIII/Palaka Wira.

Dalam Pertemuan ter-
sebut, Pangdam XXIII/
Palaka Wira berdiskusi dan 
menyampaikan gagasan dan 
upaya dari Kodam untuk 
meningkatkan ekonomi ke-
rakyatan melalui program 
yang dapat disinergikan 
dengan Pemda seperti Ce-
tak sawah, Pembangunan 
KDKMP, pengelolaan sam-
pah, pembuatan perahu 
nelayan, pencegahan dan 
pemberatasan Narkoba serta 
kegiatan kolaboratif lainnya. 

Pangdam juga menegas-
kan komitmen Kodam XXI-
II/PW dalam pembangunan 
dan penguatan satuan di 
jajaran Kodam XXIII/Palaka 
Wira yang berada di wilayah 
Kabupaten Poso, sebagai 
bagian dari upaya menjaga 
kondusivitas dan stabilitas 
keamanan daerah.

Sementara, Bupati Poso 
menyampaikan apresia-
si atas perhatian dan du-
kungan Pangdam XXIII/
Palaka Wira beserta jajaran 
terhadap pembangunan di 
Kabupaten Poso.

“Kami sangat mengapre-
siasi dukungan dan sinergi 
yang telah terjalin antara 
Pemda dan TNI. Kehadiran 
Pangdam menjadi motivasi 
bagi kami untuk terus mem-
percepat pembangunan 
demi kesejahteraan masy-
arakat Poso,” kata Bupati.

Setelah kegiatan silaht-
urahmi, Pangdam XXIII/
Palaka Wira melaksanakan 
peninjauan dan mengecek 
secara langsung progress 
pembangunan KDKMP 
Desa Masamba yang diha-
rapkan dapat selesai sebe-
lum Lebaran.

Pangdam XXIII/Palaka 
Wira menyampaikan bah-
wa sinergi antara TNI dan 
pemerintah daerah serta 
instansi terkait harus terus 
diperkuat guna mendukung 
percepatan pembangunan 
KDKMP di wilayah, se-

hingga program pemerintah 
dalam meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat dapat 
segera terwujud.

“Keberadaan KDKMP ini 
diharapkan menjadi motor 
penggerak ekonomi masy-
arakat dan TNI siap men-
dukung penuh program 
pemerintah demi terwujud-
nya ketahanan wilayah dan 
peningkatan taraf hidup 
masyarakat,” ujar Pangdam.

Turut hadir dalam ke-
giatan tersebut Danrem 
132/Tdl Brigjen TNI Deni 
Gunawan, S.E., Kapendam 
XXIII/PW Letkol Inf Ro-
nald Michael Patty, Kasmin 
Pangdam XXIII/PW Mayor 
Kav Satwika Wicaksuh, Ke-
pala Kejaksaan Negeri Poso 
Bapak Arnold Tarigan, S.H., 
M.H., M.I.Kom., Kasdim 
1307/Poso Mayor Inf Asrar 
Zees, Pasi Ter Kodim 1307/
Poso Kapten Inf Kingking, 
Kadis Primdagkop Muham-
mad Basri, Camat Poso Pe-
sisir Muis Saing, Danramil 
1307-09/PP Kapten Inf Mu-
lawarman, Kapolsek Poso 
Pesisir AKP Fathurahman, 
S.H., Kepala Desa Masamba 
Hasbullah, serta perwakilan 
masyarakat Desa Masamba.

Kegiatan berlangsung 
aman, tertib, dan penuh 
keakraban, mencerminkan 
soliditas serta komitmen 
bersama dalam membangun 
Kabupaten Poso yang lebih 
maju dan sejahtera.*/YAT

PANGDAM XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI J. Binsar Parluhutan Sianipar, saat meninjau pemban-
gunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Masamba, Kecamatan Poso Pesisir, 
Kabupaten Poso, Kamis (26/2/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Pangdam XXIII/PW 
dan Bupati Poso 

Tinjau Pembangunan 
KDKMP di Masamba
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Sinergi BPJS Ketenagakerjaan 
dan Disdukcapil Sulteng, Perkuat 

Perlindungan Pekerja Rentan

terlambatan kereta api di 
Jepang. Pesannya menga-
gumkan sekali :

The Japanese train driver 
apologise to all passenger 
for being late for 35 secon 
and also the central Japan 
railway refunded tickets fare 
of all passengers.

Yaa, hanya 35 detik, pen-
gemudi kereta api harus 
meminta maaf pada pe-
numpang. Dan, perusahaan 
kereta apinya, mengem-
balikan uang tiket para 
penumpangnya. Wooow, 
saya menunduk merenung.  
Bagaimana negara itu men-
didik generasinya sampai 
mampu bertindak sebegitu 
mulianya..?

Semuanya atas nama di-
siplin. Mereka bukan cuma 
minta maaf atas keterlam-
batan, tapi beri kompensasi. 
Lalu, saya bertanya dalam 
hati ; “Sanggupkah negara 
ku meniru perilaku bagus ini 
satu ketika...? Bila iya, kapan 

kira-kira..? Entahlah.
Teringat tahun 2004, ke-

tika saya ditegur keras oleh 
sahabat Jepang ku, Ria Ya-
mada. Beliau guide kami 
selama training di Jepang. 
Saya ditegur karena datang 
terlambat beberapa menit, 
lantaran harus ambil uang 
lebih dahulu. Semua orang 
telah menunggu untuk 
menuju ke stasiun Metro, 
kereta api bawah tanah. 

Dengan setengah marah, 
Ria Yamada bilang pake 
bahasa Indonesia dialek Je-
pang. Saudara Nur Sangadji, 
anda sekarang sedang bera-
da di Jepang, bukan Indo-
nesia. Dia lanjut mengomel, 
tapi sudah  pake bahasa 
Inggris ; In japan, if you are 
late 10 minute, you already 
kill half people of Japan.  
Karena bersalah, saya men-
unduk terus sambil beri 
alasan sekuatnya sambil 
meminta maaf. 

Saya kira sudah selesai. 

Ternyata Ria melanjutkan, 
masih dalam bahasa Inggris. 
“You know, I have been 
living in Indonesia for some 
years. And I know well, one 
of the bad character of most  
Indonesian people’s is dili-
gent to produce the reason”.  
(Kamu tahu kata Ria, saya 
pernah tinggal beberapa 
tahun di Indonesia. Saya tahu 
benar, salah satu karakter 
buruknya orang Indonesia. 
Yaitu, sangat cerdas sekali 
memproduksi Alasan ).

Ria mengucapkan itu di 
hadapan lebih kurang 20 an 
kawan-kawan dari seluruh 
Indonesia. Ucapan itu men-
jadi pelajaran yang sangat 
agung bagi ku. Semenjak 
itu, saya sangat takut datang 
terlambat. Tapi, pagi ini saya 
terlambat lagi. Terlambat 
bangun sahur. Dan, Pak 
Laode  mengirimkan cerita 
tentang kereta jepang berke-
cepatan tinggi (Shinkansen). 

Sejak di Stasiun kereta api 

tahun 2004 itu hingga kini, 
masih terus terngiang per-
kataan Ria Yamada. 10 menit 
terlambat, telah membunuh 
setengah orang Jepang. Ke-
cepatan kereta jepang Itu, 
sekitar 300 SD 400 km/jam 
atau setara setengah dari 
kecepatan pesawat terbang. 
Kereta kita punya kecepatan 
sekitar 150 an km/jam. Tapi, 
tabrakan sering terjadi. 

Maka, benarlah 10 menit 
terlambat akan membu-
nuh setengah orang Jepang 
dalam kultur modern yang 
serba teknologi otomatis.  
Jepang memang hebat. Tapi, 
sejarah juga mencatat. Bung 
Hatta pernah menolak satu 
Opsir Jepang yang datang 
terlambat 10 menit. Bung 
Hatta bilang begini kala 
itu ; I can not receive you, 
because you are 10 minuate 
too late.  Berharap, disiplin 
waktu ini terus menjadi pe-
lajaran. Dan, puasa itu mem-
perkokohnya. Semoga. ***

gan jaminan sosial bagi 
tenaga kerja.

Dalam pertemuan terse-
but, kedua pihak memba-
has penguatan kerja sama 
melalui dukungan fungsi 
Jaksa Pengacara Negara 
(JPN) dalam penegakan 
kepatuhan, termasuk pen-
dampingan hukum, pem-
berian surat kuasa khusus 
(SKK), serta langkah-lang-
kah preventif dan represif 
yang tetap mengedepankan 
pendekatan persuasif.

Kepala BPJS Ketena-
gakerjaan Cabang Palu, 
Nursalam Halim menyam-
paikan apresiasi atas du-

kungan Kejaksaan Negeri 
Palu dalam membantu me-
ningkatkan kesadaran dan 
kepatuhan badan usaha. 

“Sinergi ini diharapkan 
dapat memberikan efek 
positif terhadap perlindun-
gan tenaga kerja di Kota 
Palu sehingga semakin 
banyak pekerja yang terl-
indungi program Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan,”-
katanya.

Sementara itu, Kajari 
Palu, Mohamad Rohmadi  
juga menegaskan komit-
mennya untuk mendukung 
upaya optimalisasi kepa-
tuhan melalui kewenangan 

Bidang Datun.
“Ini sebagai bentuk kon-

tribusi dalam memastikan 
hak-hak pekerja terpenuhi 
sesuai peraturan perun-
dang-undangan yang ber-
laku,”katanya.

Melalui kolaborasi yang 
semakin solid ini, BPJS 
Ketenagakerjaan optimistis 
capaian kepatuhan kepe-
sertaan dan iuran di Kota 
Palu akan terus mening-
kat, sekaligus memperkuat 
perlindungan sosial bagi 
seluruh tenaga kerja demi 
terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat Sulawesi Ten-
gah. *WAN

Salah satu materi utama 
yang diberikan adalah 10 
Basic Service Excellence, 
yang menekankan standar 
perilaku layanan opera-
tor saat berinteraksi den-
gan konsumen. Materi ini 
membahas sikap responsif, 
komunikasi yang jelas, kete-
patan transaksi, hingga kon-
sistensi pelayanan di setiap 
nozel. Operator didorong 
untuk memahami bahwa 
pengalaman pelanggan di 
SPBU dibentuk dari detail 
kecil yang dilakukan secara 
disiplin dan berulang.

Selain itu, penguatan 
materi Q&Q SPBU (Qua-
lity & Quantity) menjadi 
fokus penting dalam sesi 
pelatihan. Dalam materi 
ini, operator dibekali pe-
mahaman teknis terkait 
jaminan takaran dan mutu 
BBM, prosedur pengece-
kan dispenser, serta tata 
cara penanganan keluhan 
konsumen secara profe-
sional dan berbasis data. 
Penekanan diberikan pada 
pentingnya menjaga akura-
si dan transparansi sebagai 
fondasi kepercayaan publik 
terhadap SPBU.

Materi lainnya turut me-
lengkapi penguatan kom-
petensi operator, meliputi 
Product Knowledge untuk 
memastikan pemahaman 
spesifikasi BBM, HSSE dan 
Keselamatan SPBU guna 
memperkuat budaya kerja 
aman, serta sosialisasi Pro-
mo dan Marketing Program 
selama RAFI. 

Peserta juga mendapat-
kan pembekalan terkait 
pemanfaatan E-Kelas Per-
tamina, optimalisasi apli-
kasi MyPertamina, serta 
sesi Grooming & Gesture 
Class untuk membangun 
penampilan dan bahasa 
tubuh yang profesional di 
area pelayanan.

Sales Branch Manager 
Sulselbar II Fuel, Muham-
mad Yoga Prabowo, me-
negaskan bahwa operator 
merupakan representasi 
langsung perusahaan di 
mata masyarakat. 

“Operator SPBU adalah 
wajah Pertamina di lapan-
gan. Standar pelayanan, 
ketelitian dalam transaksi, 
dan disiplin terhadap pro-
sedur keselamatan harus 
menjadi kebiasaan, bukan 

sekadar kewajiban. Upskil-
ling ini memastikan mereka 
siap menghadapi pening-
katan aktivitas selama RAFI 
dengan performa terbaik,” 
ujarnya.

Area Manager Commu-
nication, Relation, & CSR 
Regional Sulawesi, Lilik 
Hardiyanto, menambahkan 
bahwa peningkatan kapa-
sitas SDM menjadi bagian 
dari strategi keberlanjutan 
layanan.

“Kepercayaan masyara-
kat dibangun dari kualitas 
layanan yang konsisten. 
Investasi pada pening-
katan kompetensi operator 
adalah langkah konkret 
untuk menjaga standar 
operasional dan reputasi 
perusahaan di wilayah Su-
lawesi,” jelas Lilik.

Melalui program Ups-
killing ini, Pertamina Patra 
Niaga Regional Sulawesi 
menegaskan komitmennya 
dalam menghadirkan pela-
yanan yang profesional, ak-
urat, dan aman di seluruh 
SPBU, sekaligus memper-
kuat kesiapan operasional 
menjelang Ramadan dan 
Idulfitri. *WAN

kepala OPD, tenaga ahli, 
hingga hingga lingkaran 
pendamping melekat, meng-
hadiri audiensi dengan Men-
teri Transmigrasi di Jakarta.

Pertemuan berlangsung di 
Kantor Kementerian Trans-
migrasi Republik Indonesia, 
Jakarta Selatan, dan diteri-
ma langsung oleh Mente-
ri Transmigrasi, M. Iftitah 
Sulaiman, bersama jajaran 
pejabat eselon kementerian.

Kehadiran rombongan 
dalam jumlah besar itu pun 
menjadi sorotan. Di tengah 
berbagai persoalan daer-
ah—angka kemiskinan yang 
masih tinggi, infrastruktur 
rusak, dan akses permo-
dalan yang terbatas—publik 
tentu berharap kunjungan 
tersebut berbanding lurus 
dengan hasil konkret yang 
dibawa pulang.

Dalam paparannya, Bupa-
ti Erwin Burase menelusuri 
sejarah panjang transmigrasi 
di Parigi Moutong yang 
dimulai sejak 1962 dengan 
kedatangan 52 kepala ke-
luarga asal Bali di Satuan 
Pemukiman Nambaru, Desa 
Sumber Sari, Kecamatan 
Parigi Selatan. 

Program itu berlanjut 
pada 1967–1968 dengan ra-
tusan kepala keluarga dari 

Bali dan Jawa di Torue dan 
Tolai, hingga berkembang 
menjadi kawasan transmi-
grasi yang kini menopang 
sektor pertanian, perkebu-
nan, dan perikanan.

Salah satu kawasan an-
dalan yang dipaparkan 
adalah Transmigrasi Bahari 
Tomini Raya, dengan po-
tensi komoditas yang tidak 
kecil: durian 903,9 ton per 
tahun, padi 3.742 ton, kelapa 
8.975 ton, kakao 2.437 ton, 
perikanan tangkap 8.134 
ton, serta budidaya 2.759 ton 
per tahun. Angka-angka itu 
digadang sebagai fondasi 
pertumbuhan ekonomi ber-
basis agro-maritim.

Namun di balik potensi 
tersebut, realitas di lapangan 
masih menyisakan peker-
jaan rumah. Angka kemis-
kinan disebut mencapai 
117.432 jiwa. Jalan kawasan 
sepanjang 192,75 kilometer 
dalam kondisi rusak dari 
total 330,61 kilometer. Enam 
daerah irigasi dengan luas 
1.008 hektare juga menga-
lami kerusakan. Belum lagi 
persoalan akses modal dan 
teknologi bagi nelayan serta 
petani.

“Kami berharap dukun-
gan pemerintah pusat un-
tuk percepatan pemban-

gunan dan pengembangan 
kawasan transmigrasi agar 
mampu meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat,” 
ujar Bupati dalam forum 
tersebut.

Pemerintah daerah men-
gajukan sejumlah usulan 
strategis, mulai dari pem-
bangunan RTJK sisa daya 
tampung, jalan lingkungan 
kawasan, tanggul abrasi 
pantai, drainase, hingga 
pengembangan sentra pe-
lelangan ikan, koperasi ne-
layan, wisata bahari trans-
migrasi, serta penguatan 
armada kapal tangkap dan 
bagan apung.

Menteri M. Iftitah Sulai-
man merespons positif dan 
menyatakan proposal akan 
dipelajari lebih lanjut. Ia 
menekankan pentingnya 
membangun kepercayaan 
pusat melalui fokus nyata 
pada pengentasan kemiski-
nan dan penciptaan lapan-
gan kerja.

“Fokus  Kementer ian 
Transmigrasi adalah pe-
ningkatan produktivitas 
masyarakat dengan mem-
buka lapangan kerja melalui 
pembangunan ekosistem 
ekonomi, seperti pengem-
bangan desa modern,” ung-
kapnya.

Dalam kesempatan itu, 
Menteri juga mengungkap 
adanya calon investor asal 
Tiongkok yang berminat 
mengembangkan komoditas 
kelapa dengan kebutuhan 
lahan sekitar 2.000 hektare. 
Pemerintah daerah diminta 
memastikan kesiapan la-
han sesuai ketentuan yang 
berlaku.

Audiensi ini menjadi 
panggung diplomasi pem-
bangunan. Namun pertan-
yaan publik tetap mengemu-
ka: sejauh mana kunjungan 
“rame-rame” ke Jakarta itu 
akan bermuara pada per-
cepatan solusi konkret di 
kampung-kampung trans-
migrasi?

Di tengah jalan rusak, 
irigasi yang belum pulih, 
dan ribuan warga yang ma-
sih bergelut dengan kemis-
kinan, masyarakat Parigi 
Moutong menunggu lebih 
dari sekadar foto bersama 
dan nota kesepahaman. Me-
reka menunggu realisasi.

Sebab pada akhirnya, 
yang dibutuhkan bukan 
sekadar perjalanan dinas 
kolektif ke Ibu Kota, melain-
kan keberanian memastikan 
setiap langkah birokrasi 
berujung pada kesejahteraan 
nyata di tanah sendiri. AJI

manusia di batu ini. Seperti 
yang di Napu,” kata warga 
tersebut dalam video diteri-
ma di Palu, Kamis.

Video itu juga diunggah 
melalui akun Facebook 
Antun Lawani Mosiang. 
Rekaman video itu mem-
perlihatkan batu beru-
kuran besar yang memiliki 
pahatan menyerupai wajah 
manusia, mirip dengan 
batu kalamba yang ba-
nyak ditemukan di Lem-
bah Napu.

Penemuan ini menjadi 
sorotan karena lokasinya 
berada di area yang di-
sebut-sebut akan segera 
digali menggunakan alat 
berat. Bahkan, terdapat 
area perendaman material 
tanah yang akan diolah 
menjadi emas.

“Ini ada beberapa biji 
temuan ini hari yang baru. 
Ini kalau bisa diadakan ba-
gaimana ya, penyelamatan 
atau bagaimana bahasa-

nya. Karena ini calon mau 
digali semua ini, mau diga-
li ekskavator ini,” katanya.

Menurutnya ,  lokas i 
penemuan sudah masuk 
dalam wilayah yang dikua-
sai perusahaan.

“Ini daerah perusahaan. 
Ini kalau tidak diselamat-
kan ini bisa tak gali se-
mua ini. Karena ini sudah 
dipegang perusahaan,” 
ujarnya.

Pria dalam video itu, 
menegaskan ukuran batu 
tersebut cukup besar dan 
memiliki ciri yang khas.

“Diameternya ini cukup 
besar ini. Jadi salah satu 
temuan yang ada bergam-
bar wajah di daerah kita. 
Ini sangat unik,” katanya.

Tambang emas Don-
gi-Dongi selama ini diken-
al sebagai lokasi pertam-
bangan tanpa izin (PETI) 
di kawasan TNLL. Meski 
sempat ditutup permanen 
pada Desember 2021, ak-

tivitas penambangan liar 
dilaporkan sering kembali 
terjadi dan didominasi 
penambang dari luar dae-
rah.

Aktivitas tersebut tidak 
hanya berpotensi merusak 
ekosistem hutan konserva-
si, tetapi kini juga dikha-
watirkan mengancam ke-
lestarian warisan budaya 
yang diduga merupakan 
peninggalan megalitikum 
di Sulawesi Tengah. 

Sementara itu,  Balai 
Pelestarian Kebudayaan 
(BPK) Wilayah XVIII telah 
menurunkan tim untuk 
melakukan pengecekan 
langsung di lapangan. Aksi 
ini dilakukan menanggapi 
laporan masyarakat ter-
kait temuan benda yang 
diduga sebagai kalamba di 
kawasan Dongi-Dongi, Ka-
bupaten Poso, pada Kamis, 
4 Maret 2025. 

Kepala Balai Pelestarian 
Kebudayaan Wilayah XVI-

II, Andriany mengatakan, 
Tim yang diturunkan ter-
diri dari arkeolog dan Po-
lisi Khusus Cagar Budaya 
yang akan melakukan ases-
men arkeologis terhadap 
benda-benda yang diindi-
kasikan sebagai kalamba. 
Selain itu, tim juga akan 
melakukan survei untuk 
mengetahui sejauh mana 
distribusi temuan yang 
berada di area yang saat 
ini terdapat aktivitas per-
tambangan.

“Melalui pengecekan 
ini, BPK Wilayah XVIII 
akan memperoleh infor-
masi lengkap mengenai 
kondisi objek, potensi nilai 
pentingnya, serta anca-
man yang mungkin terjadi. 
Hasil asesmen lapangan 
nantinya akan menjadi 
dasar dalam penyusunan 
rekomendasi langkah pen-
gamanan dan pelindungan 
terhadap objek dimaksud,” 
jelas Andriany. ANT/AMR

features pada fisik uang 
Rupiah. 

Kemudian tindakan Pre-
ventif, melalui upaya edu-
kasi ‘Cinta, Bangga, dan 
Paham Rupiah’ kepada 

masyarakat secara masif. 
Serta tindakan Represif, 

tentunya oleh aparat pene-
gak hukum. 

“Upaya penegakan hu-
kum yang maksimal untuk 

memberikan efek jera kepa-
da siapa pun orang, badan, 
lembaga, sekecil apa pun dia 
melakukan pencetakan uang 
tidak asli, jangan dibiarkan 
kesempatan itu terbuka. 

Sebelum nanti kita biarkan 
semakin besar, akhirnya 
menggerogoti stabilitas ek-
onomi keuangan dengan 
beredarnya uang tidak asli 
ini,” jelas Irfan Sukarna. *WAN

SULTENG RAYA -  BPJS 
Ketenagakerjaan melaku-
kan koordinasi strategis 
bersama Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil (Dukcapil) 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
Selasa (3/3/2026). 

Koordinasi Strategis ini 
sebagai upaya memperlu-
as cakupan perlindungan 
jaminan sosial ketenaga-
kerjaan bagi pekerja rentan.

Pertemuan yang ber-
langsung dalam suasana 
hangat dan penuh seman-
gat kolaborasi ini mem-
bahas penguatan sinergi 
antarinstansi dalam men-
dukung validitas dan pe-
mutakhiran data kependu-
dukan sebagai dasar perl-
indungan pekerja rentan. 

Kelompok pekerja rentan 
yang menjadi perhatian 
meliputi pekerja informal, 
buruh harian lepas, petani, 
nelayan, hingga pelaku 
UMKM yang memiliki ri-

siko kerja namun belum 
seluruhnya terlindungi 
program jaminan sosial.

Kepala BPJS Ketenaga-
kerjaan, Nursalam Halim 
menyampaikan bahwa du-
kungan Dukcapil sangat 
penting dalam memastikan 
akurasi data Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) se-
bagai syarat utama kepe-
sertaan. 

“Integrasi dan sinkroni-
sasi data akan memperce-
pat proses pendaftaran ser-
ta meminimalisir kendala 
administrasi di lapangan,” 
katanya. 

Sementara itu, Kepala 
Dukcapil Provinsi Sula-
wesi Tengah, Andi Hajidin 
menyambut baik kolaborasi 
ini dan menegaskan komit-
men untuk mendukung 
upaya perlindungan sosial 
bagi masyarakat, khusus-
nya pekerja rentan. 

“Dukcapil siap memper-
kuat koordinasi teknis guna 

memastikan pelayanan ad-
ministrasi kependudukan 
berjalan optimal dan men-
dukung program strategis 
pemerintah daerah,” kata 
Andi Hajidin. 

Menurut Andi Hajidin, 
melalui koordinasi ini, di-
harapkan semakin banyak 
pekerja rentan di Sulawesi 
Tengah yang memperoleh 
perlindungan Jaminan Ke-
celakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKM), 
sehingga memberikan rasa 
aman dan kepastian bagi 
pekerja serta keluarganya.

Sinergi antara BPJS Kete-
nagakerjaan dan Dukcapil 
menjadi langkah konkret 
dalam mewujudkan perl-
indungan menyeluruh bagi 
seluruh pekerja di Sulawesi 
Tengah, sejalan dengan 
komitmen menghadirkan 
negara dalam memberikan 
perlindungan sosial bagi 
masyarakat. *WAN

KADIS DUKCAPIL SULTENG, Andi Hajidin bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Nursalam Halim. 
FOTO: IST
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Wakil Rektor II Unismuh 
Palu, Dr. Burhanuddin, SE., 
MM, menjelaskan bahwa 

Burhanuddin

Ratusan Mahasiswa Unismuh Palu 
Diverifi kasi untuk Beasiswa Berani Cerdas

SULTENG RAYA– Proses verifi kasi calon 
penerima Beasiswa Berani Cerdas di Univer-
sitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu ten-
gah berlangsung. Tercatat sekitar 353 calon 
mahasiswa program sarjana (S1) mencoba 
mendapatkan kesempatan melalui program 
bantuan pendidikan yang digagas Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut.

tahapan verifi kasi dilakukan 
untuk memastikan seluruh 
calon penerima memenuhi 
persyaratan administra-
si yang telah ditetapkan. 
Selain itu, proses tersebut 
juga bertujuan menghindari 
kemungkinan mahasiswa 
menerima lebih dari satu 
jenis beasiswa.

“Verifikasi ini penting 
untuk memastikan keleng-
kapan administrasi seka-
ligus memastikan tidak 
ada mahasiswa yang me-
nerima beasiswa ganda,” 
ujar Burhanuddin, Kamis 
(5/3/2026).

Ia menegaskan bahwa 
Unismuh Palu memiliki 
sejumlah program beasiswa 
selain Berani Cerdas. Karena 
itu, pihak kampus harus me-
mastikan distribusi bantuan 
pendidikan tersebut berjalan 
secara adil dan merata.

“Terpenting jangan sam-
pai mahasiswa dobel me-
nerima beasiswa. Di Unis-

muh Palu bukan hanya ada 
Beasiswa Berani Cerdas, 
tetapi juga beberapa pro-
gram beasiswa lainnya. Jika 
seseorang sudah menerima 
beasiswa, maka harus dibe-
rikan kesempatan kepada 
mahasiswa lain agar bantu-
an ini bisa dirasakan secara 
merata,” jelasnya.

Program Beasiswa Berani 
Cerdas merupakan salah 
satu terobosan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tengah 
dalam memperluas akses 
pendidikan tinggi bagi 
masyarakat. 

Program ini dibiayai me-
lalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) 
Provinsi Sulawesi Tengah 
dan mulai dirasakan man-
faatnya oleh ribuan maha-
siswa di berbagai perguruan 
tinggi.

Secara keseluruhan, jum-

lah penerima manfaat pro-
gram Berani Cerdas di Su-
lawesi Tengah diperkirakan 
mencapai sekitar 32.000 
mahasiswa. Program ini 
juga mendapat perhatian 
dari pemerintah pusat.

Bahkan, Menteri Pendidi-
kan Tinggi, Sains, dan Te-
knologi direncanakan akan 
berkunjung ke Sulawesi 
Tengah untuk meluncur-
kan secara resmi program 

tersebut dalam rangka men-
dukung gerakan Kampus 
Berdampak.

Burhanuddin berharap 
para mahasiswa yang nan-
tinya ditetapkan sebagai 
penerima beasiswa dapat 
memanfaatkan bantuan ter-
sebut secara bijak dan penuh 
tanggung jawab.

“Manfaatkan  in i  se -
baik-baiknya. Dana yang di-
gunakan berasal dari APBD 

yang nilainya sangat besar, 
sehingga harus diperguna-
kan dengan penuh tanggung 
jawab,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan 
para mahasiswa agar dapat 
menyelesaikan studi tepat 
waktu. Menurutnya, hal ter-
sebut penting agar program 
beasiswa dapat terus berke-
lanjutan tanpa menjadi be-
ban anggaran daerah pada 
tahun-tahun mendatang. ENG

SULTENG RAYA-Uni-
versitas Tadulako (Untad) 
kembali menorehkan pres-
tasi di tingkat internasional. 
Mahasiswa Program Studi 
Sosiologi, Fakultas Ilmu So-
sial dan Ilmu Politik (FISIP) 
Untad, Moh. Syarif Putra 
Nurdin, berhasil meraih 
posisi runner-up atau juara 
kedua pada ajang Immerse 
Education Essay Competiti-
on. Kompetisi esai internasi-
onal yang diselenggarakan 
oleh lembaga pendidikan 
berbasis di Inggris, Immerse 
Education, tersebut diikuti 
pelajar dan mahasiswa dari 
berbagai negara. Para peser-
ta diwajibkan mengirimkan 
esai ilmiah yang kemudian 
dinilai secara ketat oleh tim 
juri internasional.

Penilaian dalam kompetisi 
itu meliputi sejumlah as-
pek, antara lain orisinalitas 
gagasan, kedalaman ana-
lisis, relevansi tema, serta 
kekuatan argumentasi yang 
disampaikan dalam tulisan.

Syarif mengaku mengiku-
ti kompetisi tersebut sebagai 
upaya untuk mengukur 
kemampuan akademiknya 
di tingkat internasional se-
kaligus membawa nama In-
donesia dan almamaternya 
ke kancah global.

“Sejak awal saya ingin 
menguji diri di tingkat 
internasional. Saya tidak 
menyangka bisa meraih 
posisi runner-up. Bagi saya, 
ini bukan sekadar kemenan-
gan, tetapi juga pengalaman 
berharga dalam melatih 
kedisiplinan, ketelitian, dan 
cara berpikir kritis,” ujar ma-
hasiswa angkatan 2025 itu.

Ia menambahkan, kebe-
ranian mengambil pelu-
ang serta konsistensi dalam 
mengasah potensi diri men-
jadi kunci utama dalam 
menghadapi tantangan aka-
demik di tingkat global.

MOH. Syarif Putra Nurdin bersama Wakil Dekan Bidang Kema-
hasiswaan dan Alumni FISIP Untad, Dr. Rismawati, S.Sos., M.A 
memperlihatkan  hasil pengumuman yang menyatakan Ia masuk 
posisi runner-up atau juara kedua pada ajang Immerse Education 
Essay Competition. FOTO: HUMAS

Mahasiswa Sosiologi 
Untad Raih Runner-up 

Kompetisi Esai Internasional

P r e s t a s i  t e r s e b u t 
mendapat apresiasi dari ja-
jaran pimpinan FISIP Untad. 
Wakil Dekan Bidang Ke-
mahasiswaan dan Alumni 
FISIP Untad, Dr. Rismawati, 
S.Sos., M.A., menyampaikan 
kebanggaan atas capaian 
yang diraih mahasiswa ter-
sebut.

“Kami mengucapkan se-
lamat dan sukses kepada 
Moh. Syarif Putra Nurdin. 
Pencapaian ini menjadi buk-
ti kerja keras dan dedikasi 
tinggi. Kami berharap pres-
tasi ini dapat menginspirasi 
mahasiswa lainnya untuk 
terus berkarya dan meng-
harumkan nama Universitas 

Tadulako di tingkat interna-
sional,” ujar Rismawati.

Ia juga menegaskan ko-
mitmen fakultas untuk terus 
mendukung pengembangan 
potensi mahasiswa, khusus-
nya dalam bidang penulisan 
ilmiah dan berbagai kompe-
tisi akademik.

Sementara itu, Syarif 
menyatakan akan terus me-
ningkatkan kualitas akade-
miknya dan aktif mengi-
kuti forum-forum ilmiah. 
Ia berharap prestasi yang 
diraihnya dapat memotivasi 
mahasiswa Untad lainnya 
untuk berani menunjukkan 
kemampuan di tingkat glo-
bal.*ENG

KACAB BPJS Ketenagakerjaan Palu yang baru silaturahmi di Pemkot, Rabu (4/3/2026). FOTO PPID 
KOMINFO PALU

Kacab BPJS Ketenagakerjaan 
Temui Hadianto

Pertemuan tersebut mem-
bahas penguatan sinergi 
antara Pemerintah Kota Palu 
dan BPJS Ketenagakerjaan 
dalam meningkatkan perlin-
dungan jaminan sosial bagi 
para pekerja di Palu.

Kepala BPJS Ketenaga-
kerjaan Palu, Nursalam Ha-
lim, menyampaikan bahwa 
kunjungannya selain untuk 
bersilaturahmi juga sebagai 
momentum memperkenal-
kan diri, mengingat dirinya 

SULTENG RAYA- Wali Kota Palu, Hadian-
to Rasyid, menerima audiensi Kepala BPJS 
Ketenagakerjaan Cabang Palu, Nursalam 
Halim, di ruang kerja Wali Kota pada Rabu 
(4/3/2026).

baru bertugas di Kota Palu.
M e n u r u t  N u r s a l a m , 

dalam pertemuan tersebut 
pihaknya juga melaporkan 
perkembangan cakupan 
kepesertaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan di Kota 
Palu yang saat ini telah 
mencapai 44 persen.

Ia menuturkan bahwa 
Wali Kota Palu memberikan 
dukungan penuh agar angka 
kepesertaan tersebut terus 
meningkat melalui lang-
kah-langkah strategis yang 
akan disinergikan bersama 

pemerintah daerah.
“Pak Wali Kota sangat 

mendukung upaya pening-
katan coverage. Kami juga 
diminta untuk terus mem-
perbarui perkembangan 
serta strategi yang akan 
dilakukan ke depan,” jelas 
Nursalam.

Selain itu, pembahasan 
juga mencakup rencana 
kolaborasi dalam membe-
rikan perlindungan jami-
nan sosial ketenagakerjaan 
berdasarkan kategori desil 
masyarakat yang tercantum 
dalam Data Terpadu Sosial 
Nasional (DTSN).

Bagi masyarakat pada 
kategori desil 1 hingga desil 
4, perlindungan jaminan 
sosial ketenagakerjaan akan 
menjadi prioritas dukungan 
pemerintah sebagaimana 
amanat Instruksi Presiden 
Nomor 8 Tahun 2025. 

Sementara masyarakat 
pada kategori desil 6 hing-
ga desil 10 yang tergolong 
mampu akan didorong un-
tuk mengikuti program se-
cara mandiri. 

Untuk mempermudah 
proses tersebut, pendaftaran 
dan pengumpulan iuran 
nantinya akan difasilitasi 
melalui agen-agen Perisai 
(Penggerak Jaminan Sosial 
Indonesia) yang ditempat-
kan di tingkat wilayah.

“Kesepakatannya, agen 
Perisai akan menjadi titik 
pengumpulan pendaftaran 
di masing-masing RW agar 
masyarakat lebih mudah 
mengakses layanan,” tam-
bah Nursalam.

Melalui kerja sama yang 
semakin kuat antara Peme-
rintah Kota Palu dan BPJS 
Ketenagakerjaan, diharap-
kan cakupan perlindungan 
jaminan sosial ketenagaker-
jaan di Kota Palu dapat terus 
meningkat serta memberi-
kan rasa aman bagi para pe-
kerja, baik di sektor formal 
maupun informal. ABS


